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ABSTRAK

DIAN PRATIWILT. (Blil 00 084). ANALISIS YURIDIS TERHADAP
KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN ORANG-ORANG YANG
BERSTATUS NON DIPLOMATIK DI KEDUTAAN BESAR. Dibawah
bimbingan H.M. Idris Buyung S.H. Sebagai Konsultan | dan
Judhariksawan S.H;M.H. Sebagai Konsultan Il.

Semakin meningkatnya hubungan antar negara menyebabkan
saling ketergantungan antar negara semakin nyata dengan
mengadakan kerja sama diberbagai bidang. Negara-negara
mengirimkan  utusannya  untuk  berunding dalam  rangka
memperjuangkan dan mempertahankan kepentingannya. Dalam rangka
melaksanakan perundingan tersebut mesing-masing negara diwakili
oleh diplomat yang melaksanakan proses diplomasi. Dimana agar dapat
melaksanakan tugasnya dengan baik seorang diplomat diberkan
kekebalan dan keistimewaan oleh negara penenma. Dalam
melaksanakan tugasnya pejabat diplomatik dibantu oleh orang-crang
yang berstatus non diplomatik. Dimana mereka ikut serta menikmati
kekebalan dan keistimewaan tersebut. Dalam hal ini belum banyak yang
mengetahui kekebalan dan keistimewaan yang dapat dinikmati oleh
orang-orang berstatus non diplomatik tersebut.Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kekebalan dan
keistimewaan yang dapat dinikmati oleh orang-crang berstatus non
diplomatik yang didalamnya terdapat keluarga dan anggota-anggota
staff misi.

Penelitian ini dilaksanakan di Departemen Luar Negen Jakarta dan
penelitian kepustakaan di Departemen Luar Neger Jakarta. Pemilihan
lokasi ini karena memiliki relevansi yang kuat dengan judul skripsi.
Untuk memperoleh data digunakan melalui wawancara langsung
dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan skripsi dan membaca
literature-literatur yang berkaitan dengan skripsi. Kemudian data yang
terkumpul dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif
dalam bentuk penulisan sknpsi.

Temuan yang diperoleh penulis antara lain: Bahwa keluarga
pejabat diplomatik ikut menikmati kekebalan dan keistimewaan yang
dimiliki oleh pejabat diplomatik sesuai dengan Konvensi Wina
1961.Cara perekrutan pegawai setempat langsung dilakukan oleh
kedutaan-kedutaan yang membutuhkan.Tidak semua pegawai kedutaan
dapat menikmati kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki pejabat
diplomatik.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada pertengahan ke 2 abad XX, negara-negara baru di dunia
terbentuk sebagai akibat dari melepaskan diri penjajahan negara lain. Hal
ini berakibat negara-negara yang baru terbentuk tersebut, berusaha untuk
mengangkat harkat dan martabat bangsanya melalui peningkatan di
berbagai sektor kehidupan termasuk meningkatkan hubungan kerjasama
dengan negara-negara lain.

Semakin meningkatnya hubungan antar negara, menyebabkan
saling ketergantungan antar negara semakin bertambah nyata dan saling
keterkaitan isu-isu global semakin menonjol. Perkembangan ini juga telah
menyebabkan semakin padatnya interaksi antar negara, organisasi-
organisasi internasional dan pihak-pihak non pemerintah lainnya untuk
mengatur keanekaragaman jenis-jenis kerjasama dan kegiatan serta
memecahkan berbagai masalah yang timbul termasuk sengketa antar
negara sebagai akibat berbagai kemajuan dan perkembangan yang
teradi.

Di dunia ini hubungan antar negara didasarkan atas fakta tidak
dapatnya suatu negara memenuhi kebutuhannya sendin secara

keseluruhan. Dimana hubungan yang timbul tersebut berlangsung secara



tetap dan terus-menerus. Perbedaan geografis antar negara berakibat
negara-negara melaksanakan kerjasama di bidang politik, kebudayaan,
llmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), ekonomi, keagamaan, sosial
budaya dan sektor-sektor lainnya. Dimana kebutuhan antara negara
tersebut bersifat timbal balik sehingga mereka akan memelihara dan
mengatur hubungan yang bermanfaat untuk kepentingan bersama.

Negara-negara merdeka di dunia memiliki kedudukan yang
sederajat, oleh karenanya pelaksanaan kerjasama antar negara
diharapkan dapat seimbang dan saling menghormati hukurm dan kebijakan
masing-masing negara serta berpedoman penuh kepada hukum
perjanjian internasional.

Hubungan vyang demikian ini disebut dengan hubungan
Internasional. Dalam hubungannya satu sama lain, negara-negara
mengiimkan utusannya untuk berunding dengan negara lain dalam
rangka memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan dari negara
masing-masing. Dalam melaksanakan perundingan kerjasama tersebut
masing-masing negara diwakili oleh diplomat yang melaksanakan proses
diplomasi dengan berpedoman pada ketentuan atau prinsip-prinsip hukum
internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara.

Dalam perkembangan sejarah, sifat hubungan antar negara
dengan negara lain senantiasa berubah-ubah menurut perubahan masa
dan keadaan, tetapi cara memelihara hubungan itu adalah dengan

mempergunakan cara diplomasi, Hubungan diplomatik tersebut



dilaksanakan atas dasar pemufakatan bersama dan ketentuan atau
prinsip-prinsip yang tertuang dalam instrumen-instrumen hukum sebagai
hasil dari kedifikasi hukum kebiasaan intemasional dan pengembangan
kemajuan hukum internasional.

Jadi hukum intermasional disini berperan dalam mengatur segala
macam interaksi antar negara dan subjek-subjek hukum intemasional
lainnya, dimana hukum internasional tersebut memiliki ruang lingkup yang
lebih luas dan kompleks serta diharapkan dapat berperan lebih aktif demi
terlaksananya hubungan dan kerjasama hammonis serta terpeliharanya
perdamaian dan keamanan dunia.

Pejabat-pejabat yang bertindak sebagai wakil dan negaranya
masing-masing, harus diakui statusnya sebagai pejabat diplomatik. Agar
dapat melaksanakan tugas diplomatiknya secara baik dan efisien, maka
pejabat diplomatik perlu diberikan hak-hak istimewa dan kekebalan yang
didasarkan atas aturan-aturan dalam hukum kebiasaan internasional serta
hukum perjanjian yang menyangkut hubungan diplomatik antar negara.
Sebagaimana hukum diplomatik yaitu Konvensi Wina 1861 tentang
Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1863 tentang Hubungan
Konsuler.

Suatu negara yang mengirimkan wakil diplomatiknya kepada suatu
negara lain berkewajiban menjamin bahwa wakilnya itu diben periakuan

yang istimewa oleh negara penerima, dan sebaliknya negara penginim



berkewajiban memperakukan wakil-wakil dipiomatik negara lain secara
istimewa pula.

Pada mulanya pelaksanaan serta pengakuan kekebalan dan hak-
hak istimewa diplomat didasarkan pada kebiasaan prakiek yang
berlangsung antar negara yang mengadakan pertukaran wakil diplomatik.
Dalam perkembangannya ditetapkan suatu kenvensi internasional yang
dapat digunakan oleh semua negara secara timbal balik yakni Konvensi
Wina tahun 1961 yang merupakan pengakuan internasional akan adanya
pemberian hak-hak kekebalan diplomatik.

Dalam prakteknya di Indonesia, Konvensi Wina tahun 1861 telah
diundangkan melalui Undang-Undang Momor 1 tahun 1982. Atas dasar
undang-undang ini, Indonesia dapat pula menetapkan aspek-aspek
kekebalan dan keistimewaan diplomatik dalam hukum nasionalnya.

Dalam perkembangannya hukum diplomatik mempunyai lingkup
yang lebih luas lagi, bukan saja mencakupi hubungan diplomatik antar
negara, tetapi juga hubungan konsuler dan keterwakilan negara dalam
hubungannya dengan organisasi internasional, khususnya yang
mempunyai tanggung jawab dan keanggotaannya yang bersifat global
atau lazim disebut organisasi intermasional yang bersifat universal (publik).

Dalam melaksanakan tugas-tugas diplomatiknya, seorang pejabat
diplomatik (duta besar) dibantu oleh orang-orang yang berstatus non
diplomatik dalam hal ini adalah pegawal kedutaan berstatug non

diplomatik. Dimana dalam tugasnya sebagai pegawai kedutaan, ia turut



serta menikmati kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki oleh duta
besar. Selain itu dalam menjalankan tugasnya seorang diplomat turut
serta membawa keluarganya ke pos tugasnya, Merekapun ikut menikmati
kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki oleh seorang diplomat
tersebut. Namun dalam prakteknya masih banyak masyarakat yang belum
mengerti dan mengetahui mengenai kekebalan dan keistimewaan yang
diberikan kepada keluarga dan pegawai-pegawai kedutaan berstatus non
diplomatik dan sampai sejauh mana batas-batas pembedan dan
pelaksanaannya di Indonesia.

Hal ini sangat penting karena akhir-akhir ini banyak terjadi ancaman
teroris terhadap para pejabat diplomat beserta keluarga dan pegawainya
dimana-mana. Hal ini sangat mengganggu dan membahayakan fungsi
dan keselamatan para diplomat beserta keluarga dan pegawainya. Untuk
dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara efisien, maka pada mereka
diberikan kekebalan dan keistimewaan yang didasarkan atas aturan-
aturan hukum yang beraku yaitu hukum diplomatik.

Dari hal ini, kekebalan dan keistimewaan terhadap para diplomat
banyak yang telah mengetahui maka penulis merasa perlu unfuk
menyusun suatu penulisan yang berkaitan dengan kekebalan dan
keistimewaan terhadap keluarga dan pegawai kedutaan berstatus non
diplomatik dengan mengangkat judul “Analisis yuridis terhadap
kekebalan dan keistimewaan orang-orang yang berstatus non

diplomatik di kedutaan besar”.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan maka
yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah .

1. Sampai asjauh mana orang-orang yang berstatus non diplomatik

(keluarga diplomat dan pegawai kedutaan) mendapatkan kekebalan
dan keistimewaan menurut Konvensi Wina 19617

2. Sejauh mana prakitek pemberian kekebalan dan keistimewaan
terhadap orang-orang (keluarga diplomat dan pegawai kedutaan) yang

berstatus non diplomatik di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan
Yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemberian kekebalan dan keistimewaan kepada
orang-orang (keluarga diplomat dan pegawai kedutaan) yang berstatus
non diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1861,

2. Untuk mengetahui bagaimana prakitek kekebalan dan keistimewaan
terhadap orang-orang (keluarga diplomat dan pegawai kedutaan) yang
berstatus non diplomatik di Indonesia.

Sedangkan kegunaan penulisan ini adalah :

1. Bagi mahasiswa dan pejabat-pejabat yang mempunyai kaitan dengan

kegiatan luar negeri atau diplomasi, sekiranya melalui penulisan ini

dapat memahami mengenai pelaksanaan pemberian kekebalan dan



.-
o

keistimewaan terhadap orang-orang (keluarga diplgmat dan pegawai 3 |

kedutaan) yang berstatus non diplomatik. \ “ , H ;
. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mEﬁQﬁj___ﬁ:El_-i' huﬁ_um*“" -
diplomatik pada umumnya dan pemberian kekebalan dan
keistimewaan kepada orang-orang (keluarga diplomat dan pegawai

kedutaan) yang berstatus non diplomatik secara khusus.
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Hubungan Diplomatik
Hubungan diplomatik adalah hubungan antara satu negara atau
banyak negara dengan negara lainnya. Dimana satu sama lain negara
menginmkan utusan-utusannya untuk di tempatkan sebagai agen
diplomatik di Kedutaan Besar (Ambassador] atau untuk berunding dengan
negara lain dalam rangka mempearjuangkan kepentingannya masing-
masing. Disamping mengupayakan kepentingan bersama dengan cara
merundingkan hal-hal yang merupakan kepentingan bersama dan
mengembangkan hubungan guna mencegah terjadinya salah paham atau
untuk menghindari terjadinya sengketa. Perundingan ini biasanya dipimpin
oleh seorang duta besar. Duta besar ini mewakili kepala negara’
Adapun faktor-faktor yang terkandung di dalam hubungan
diplomatik adalah :*
1. Adanya hubungan antara bangsa untuk merintis kerjasama dan
persahabatan ;
2. Hubungan tersebut dilakukan melalui pertukaran misi
diplomatik, termasuk para pejabatnya ;
3. Para pejabat diplomatik tersebut harus diakui statusnya sebagai
agen diplomatik.

o

' pauma Boer. 2001, Hukum fnternasional Pengertian, Peranan dan fingsi Dalam Era Dinamika
Global, him. 463
? Gynhmin AK.1984, Suans Pengamtar Hedown Diplomarik, him, 13



Sampai pada tahun 1815 ketentuan-ketentuan yang berhubungan
dengan hubungan diplomatik berasal dari hukum kebiasaan Internasional.
Sampai melahirkan kesepakatan Intemasional untuk Kongres Wina 1815,
yang konferensi tersebut bersepakat untuk mengodifikasi hukum
kebiasaan Internasional menjadi hukum tertulis. Sebenamya Kongres
Wina tidak menambah ketentuan praktik yang ada selain menjadikannya
sebagai hukum tertulis. Konferensi ini menghasilkan satu naskah hirarki
diplomat yang kemudian dilengkapi dengan protocol Aix-La-Chapelie 21
MNovember 18187

Tahun 1927 pada Liga Bangsa-Bangsa diupayakan kodifikasi yang
sesungguhnya. Tapi hasil yang dicapai Komisi Ahli ini ditolak cleh Dewan
Liga Bangsa-Bangsa. Karena menurut Dewan Liga Bangsa-Bangsa belum
saatnya untuk merumuskan kesepakatan secara global atau umum
mengenai hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik yang cukup
kompleks. Oleh karena itu diputuskan untuk tidak dimasukkan masalah
tersebut dalam agenda konferensi Den Hagq yang akan diselenggarakan
pada tahun 1930 untuk kodifikasi hukum internasional. Pada saat
konferensi ke B tahun 1928, organisasi negara-negara Amerika atau OAS
(Organitation of America Stafe) menerima Konvensi dengan nama
Convention on Diplomatic Officer. Konvensi ini diratifikasi oleh 12 negara

Amerika tetapi Amerika Serkat cenderung tidak meratifikasinya dengan

¥ Mauna Boer, op. cithim. 467



alasan bahwa dicantumkannya ketentuan mengenai suaka diplomatik
dianggap tidak tepat®

Pada tahun 1947 Komisi Hukum Internasional menetapkan 14 topik
pembahasan yang didalamnya termasuk topik hubungan diplomatik dan
kekebakan-kekebalan, Pembahasan mengenai hubungan diplomatik tidak
menjadi prioritas, karena seringnya terjadi insiden diplomatik sebagai
akibat perang dingin. Pada tahun 1852 Majelis Umum FBB menerima
resolusi yang meminta komisi hubungan internasional membarikan
prioritas untuk melakukan kodifikasi mengenai hubungan dan kekebalan
diplomatik. Pada tahun 1954 mulai dibahas mengenai masalah hubungan
dan kekebalan diplomatik, sebelum akhir 1958 Majelis Umum PBB
memutuskan untuk menyelenggarakan suatu konferensi intemasional
untuk membahas masalah-masalah dan kekebalan-kekebalan diplomatik,
Konferensi tersebut bemama The United Nation Conference on Diplomatic
Intercourse and Immunities yang diadakan di Wina dari tanggal 2 Maret
sampai 14 Aprl 1961,. Konferensi tersebut menghasilkan instrumen-
instrumen :

1. Vienna Convention on Diplomatic Relation

2. Optional Protocol Concerning Acquisition of Nationality

3. Optional Protokol Conceming The Compulsory Settlement of

Disputes.

* Ibid, him. 468
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Diantara ketiga instrumen Konvensi Wina tersebut, k:::ngan.?-ir —

tentang hubungan diplomatik {Convention on Diplomatic Relation) tanggal
18 April 1961 merupakan yang terpenting. Hasil dari konferensi ini ditanda
tangani oleh wakil dari negara yang terlibat didalamnya pada tanggal 18
April 1961yang terdini dar mukaddimah, 53 pasal dan 2 protokol, Tiga
tahun kemudian tanggal 24 April 1964 konvensi tersebut mulai
berlaku,hampir seluruh negara di dunia telah meratifikasi konvensi
tersebut termasuk Indonesia yang meratifikasinya dengan Undang -
undang No. 1 tahun 1982 pada tanggal 25 januar 1982. Dengan
dikeluarkannya UU MNo. | Tahun 1882 yang merupakan ratifikasi dan
Konvensi Wina tahun 1961, maka Konvensi Wina 1961 dapat dikatakan
sebagai himpunan ketentuan mengenai hak istimewa dan kekebalan
diplomatik. Dan Konvensi Wina 1961 merupakan hukum hubungan
diplomatik dari hukum internasional yang paling mapan dan sudah lama

berkembang dalam kehidupan masyarakat antar bangsa.”

Untuk melakukan pembukaan atau pertukaran perwakilan
diplomatik yang menandakan dimulainya suatu hubungan diplomatik pada
umumnya harus memenuhi syarat-ayarat sebagai berikut s

1. Pembentukan hubungan-hubungan diplomatik antara negara-
negara dilakukan dengan persetujuan bersama atau kesefakatan
antara kedua belah pihak (mutuval consent). Hal itu dituangkan
dalam suatu bentuk persetujuan bersama (joinf agreement),
komunikasi bersama (foint communication), atau pemyataan
bersama (joint declaration).Terjadinya hubungan diplomatik

* Ibid, hlm. 469
# Syahmin AK, op. cit him. 40
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tersebut sudah tentu atas prakarsa negara-negara yang
bersangkutan, bersepakat untuk menjalin persahabatan antara
keduanya demi kepentingan masing-masing negara, baik dalam
bidang politik, ekonomi kebudayaan maupun kepentingan lain dan
dinyatakan dalam suatu perjanjian bilateral.

2, Prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku. Setiap negara
dapat melakukan hubungan maupun perfukaran perwakilan
diplomatik didasarkan atas prinsip-prinsip hukum yang berlaku,
dan prinsip timbal balik (reciprositas). Hal ini disebutkan dalam
Konvensi Wina 1961 pasal 2:

‘Pembukaan hubungan diplomatik antara Negara-negara, dan
pengadaan misi diplomatik tetapnya, terjadi dengan persetujuan
timbal balik"

B. Kekebalan dan Keistimewaan Dipomatik

1. Kekebalan Diplomatik

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, para pejabat
diplomatik dan misi-misi diplomatik disuatu negara berada didalam suatu
situasi yang khusus. Misi diplomatik tersebut merupakan sarana negara
pengirim (Sending State) melakukan tugas-tugas resmi di negara
penerima (Receiving Stafe). Keadaan khusus ini berakibat diberikannya
kepada pejabat atupun perwakilan tetap jaminan-jaminan yang
memungkinkan atau mempermudah pelaksanaan tugas-tugas perwakilan
tersebut. Kemudahan-kemudahan ini diberikan dalam bentuk kekebalan-
kekebalan {immunity) dan keistimewaan (pnvelege).

Kebiasaan internasional dan hukum intemasional telah mengakui
bahwa, setiap negara diharapkan memberikan hak kekebalan kepada
pejabat diplomatik dari negara lain yang dipercayakan pada negara

tersebut. Pemberian kekebalan ini telah ada sejak zaman dahulu dan
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mungkin telah diterapkan berlakunya pada periode hubungan diplomatik
kuno, dan merupakan dasar dan pokok berakunya kekebalan diplomatik
sampai saat ini.

Menurut kamus hukurn’ Kekebalan adalah tidak harus tunduk pada
hukum yang berlaku. Maksudnya Agen diplomatik kebal terhadap hukum
yang berlaku di negara penerima untuk mewakili negara penginm atau
hukum dari suatu negara tidak dapat diperakukan terhadap mereka yang
mempunyai kekebalan.

Kekebalan diplomatik tidak hanya dinikmati kepala-kepala
perwakilan seperti duta besar, duta atau kuasa usaha (charge d'affafres),
juga oleh anggota keluarga yang tinggal bersamanya, termasuk para
diplomat lainnya yang menjadi anggota perwakilan, seperti counselor,
para sekretaris atase dan lain sebagainya dan kadang-kadang pada
keadaan tertentu dapat dinikmati oleh para staf administrasi dan
perwakilan dan staf pembantu lainnya (juru masak, sopir, pelayan,
penjaga dan lainnya yang serupa).

Keharusan memberikan kekebalan merupakan konsekwensi atas
pengiriman dan penerimaan mereka. Yaitu sebagai negara yang berdaulat
mereka manerima kenyataan ini bukan sebagai tanda kesetiaan terhadap
negara pengirim. Tetapi atas dasar persetujuan dan kesepakatan negara
pengirim dengan negara penerima berdasarkan hukum kebiasaan

intemasional dan hukum perjanjian intemasional.

7 v an Pramudya. 1997, Kamus Hulumn Edisi Lenghkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris, hlm. 507

13



Kekebalan ini baru efeklif pada saat mereka menyeberangi
perbatasan negaranya menuju negara penerima, dan kekebalan tersebut
berhenti pada saat mereka meninggalkan negara penerima. Jika terjadi
pecah perang antara negara penerima dengan negara penginm,
perwakilan diplomatik atau Agen Diplomatik tetap memiliki kekebalan
sampai pada saat keberangkatannya kenegara pengirnim. Dalam keadaan
seperli ini, biasanya tempat finggal resmi, hak milik, dan arsip-arsipnya
dipercayakan kepada perwakilan diplomatik dari negara netral atas dasar
persatujuan.

Didalam hukum internasional terdapat tiga teori mengenai
pemberian kekebalan dan hak-hak istimewa diluar negeri : ®
1. Teor Exteritorality atau Exferritorialitedt

Dasar dari teori ini bahwa seorang wakil diplomatik itu karena
Exterritonality dianggap seolah-olah tidak meninggalkan negerinya
atau tidak berada di wilayah negara penerima tetapi berada di wilayah
negara pengirim, meskipun kenyataannya berada di wilayah negara
penerima. Oleh karena itu maka dengan sendirinya seorang wakil
diplomatik tidak takluk kepada yuridiksi negara penerima. Begitu pula
fidak dapat dikuasai oleh yuridiksi negara penerima dan tidak takluk
terhadap segala peraturan negara penerima. Yang sebenamya teor ini
menghendaki bahwa setiap wakil diplomatik hanya dikuasai cleh

hukum negara pengirim sedangkan kantor perwakilan dan tempat

¥ Suryono, Edy, at al. 1986 Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewoarnya, him 31
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kediamannya dianggap sebagai bagian dari wilayah negara pangirim.
Tetapi teori Exferritoriality tidak bisa ditetapkan sebagai dasar yang
memadal. Misalnya didalam praktek sudah diterima secara umum
bahwa seocrang pejabat diplomatik harus tunduk pada peraturan lalu
lintas negara penerima. Dengan demikian seorang wakil diplomatik
diharapkan untuk bertindak sesuai dengan hukum-hukum negara
penerima. Dar salah satu contoh ini maka kenyataan praktek tidak
sesuai dengan teon Exterriforiality . Jika teori ini masih dipertahankan
yaitu bahwa pejabat diplomatik harus dianggap tetap berada di wilayah
negara yang diwakili, maka gedung kedutaaan dipandang sebagai
wilayah negara asing. Jika seorang wakil diplomatik dianggap mewakili
kekuasaan yang berdaulat dan negaranya di negara dia ditugaskan,
maka dengan sendirinya dia tidak dapat serentak berada di wilayah
negara yang mengirim dan wilayah negara penerima.Teori
Exterritoriality ini, dalam arti secrang wakil diplomatik dianggap tetap
berada di wilayah negaranya sendir, hal ini akan menghalangi wakil
diplomatik tersebut didalam melaksanakan tugas-tugasnya. Karena
mustahil baginya untuk berada sekaligus di dua negara. Dan hal itu
akan mengakhiri hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang
dinikmatinya. Karena dalam keadaan yang nomal seorang wakil
diplomatik tidak membutuhkan perlindungan terhadap negaranya
sendif. Kebutuhan akan perlindungan yang berupa hak kekebalan dan

hak keistimewaaan hanyalah dirasakan di negara tempat wakil
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diplomatik diakreditir. Tetapi akhir-akhir ini meskipun teori ini masih
sering ditunjuk sebagai rujukan oleh beberapa penulis, teori ini hanya
merupakan hal yang fiksi dan doktrin ini sudah tidak dapat
dilaksanakan lagi di dalam praktek. Teori ini hanya sekedar untuk
menunjukkan prinsip bahwa negara penerima tidak mempunyai
wewenang untuk menegakkan kedaulatannya di gedung kedutaan
atau tempat kediaman perwakilan diplomatik asing harus dianggap

terjadi di wilayah negara pengirim.

. Representative Character Theory atau teor sifat secrang diplomat

sebagai wakil negara berdaulat atau wakil kepala negara.

Teori ini mendasarkan pemberian hak kekebalan dan keistimewaan

diplomatik kepada pejabat perwakilan diplomatik, karena pejabat

perwakilan diplomatik tersebut mewakili kepala negara atau negaranya

di luar negeri. Teori ini dapat ditafsirkan bermacam-macam antara lain

adalah :

a. Apabila seorang pejabat diplomatik dianggap sebagai wakil negara,
atau terutama kepala negara, maka perbuatan atau tindakannya
harusiah dianggap seolah-olah merupakan perbuatan dan tindakan
kepala negara itu sendiri, atau setidaknya perbuatan dari kepala
negara itu sendiri. Hal ini disebabkan dalam Hukum Intemasional
ditentukan bahwa setiap negara adalah sederajat, sehingga suatu

negara kebal terhadap kekuasaan negara berdaulat lainnya. Atau
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dalam pepatah “Par im parem non habet imperium” artinya negara
yang berdaulat tidak dapat menjalankan yuridiksinya pada negara
berdaulat lainnya®. Maka kepada pejabat diplomatiknya haruslah
diberi kekebalan dan hak-hak istimewa. Tetapi dalam kenyataannya
wakil diplomatik juga diberikan kekeblan-kekebalan dan hak-hak
isimewa mngenai perbuatan pribadinya dan sukar untuk
menafsirkan perbuatan pribadi sebagai perbuatan negara atau

kepala negara penginm.

. Disebabkan kedaulatan daripada negara asing dan kebebasan dari

negara asing, maka agar wakil diplomatik dapat melakukan
perwakilannya secara bebas di negara penarima, dipandang periu
diberikan kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa kepadanya.
Maka didalam teon ini pada pokoknya kedudukan wakil diplomatik
adalah dipersamakan dengan kedududkan kepala negara atau
negara pengirim itu sendiri. Peranan ini pun adalah suatu fiksi yang
tidak sesuai dengan kenyataan. Menurut Sir Gerad Fizmaurnica,
seorang wakil diplomatik sebagal perwakilan dar negara yang
berdaulat, memperihatkan ketidak setiaan kepada negara tempat
ia diakreditir dan demikian negra penerima wajib memperlakukan

seorang didalam tindakan-tindakan yang sesuai dengan sifat

perwakilannya,

® 1 G, Starke. 1972Penganiar Hidamm Internasional, him. 122
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“...Cosequently the receiving state is obliged to treat envoy in a
manner befitting his representative character '°
Walaupun demikian harus kita akui bahwa hal-hal seperti yang
dimaksud diatas tetap tergantung dari itikad baik (good will)

pemerintah negara penerima.

. Functional Necessity Theory atau teori kebutuhan fungsional.

Teor ini mendasarkan pemberian hak kekebalan dan keistimewaan
kepada wakil-wakil diplomatik atas fungsi dari wakil-wakil diplomatik
asing di negra penerima. Agar wakil diplomatik yang bersangkutan
dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan sempuma tanpa
adanya gangguan-gannguan. Menurut teon ini dasar dan kekebalan-
kekebalan dan keistimewan seorang wakil diplomatik harus dan periu
diber kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan tugasnya dengan
sempurna. Segala yang mempengaruhi secara buruk haruslah
dicegah. Rupanya teori ini merupakan teori yang paling banyak dianut
bagi hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik. Konvensi Wina
1961 juga merupakan pembukaan Konvensi Wina 1961, alinea ketiga:
« __The purpose of such privileges and immunities is not to
benefit individuals but to ensure the efficient performance of the
functions of diplomatic missions as representing state.”

(Pembukaan Konvensi wina 1961, alinea ketiga).

1* Edy Suryono, at al. op at, him 36
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Jelaslah bahwa maksud pemberian hak kekebalan dan—hak -
keistimewaan yang dicantumkan di dalam Konvensi Wina 1961 adalah
menyadari terjaminnya pelaksanaan fungsi yang baik dan efisien dar
perwakilan diplomatik sebagai wakil negara. Sehingga kita dapat
simpulkan bahwa Konvensi wina 1861 menganut sekaligus dua teori yang
telah dibahas yaitu:

1. Refresentafive Character Theory.
2. Functional Necessity Theory.

Diantara teori-tecri yang telah dijelaskan kebanyakan penulis
modem cenderung menggunakan Functional Necessify Theory. Karena
teori ketiga ini yang membenarkan bahwa hak kekebalan dan hak
istimewa merupakan keperuan agar perwakilan diplomatik dapat
menjalankan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien.

Ketentuan-ketentuan yang bermaksud untuk melindungi diri pribadi
seorang wakil diplomatik atau kekebalan-kekebalan mengenai diri pribadi
seorang wakil diplomatik diatur dalam pasal 29 Konvensi wina 1861 yaitu :

“The person of a diplomatic agent shall be invionable. He shall
not be liable to any form of arrest or detention. The receiving
state shall treat him with due respect and shall take all
appropriate steps to prevent any attact on his person, freedom
or dignity”
(Seorang agen diplomatik tidak dapat digannggu gugat (inviolable). la
tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dan panahanan

atau penangkapan. Negara penerima harus memperakukannya dengan
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hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah
sefiap serangan terhadap badannya, kebebasan dan martabatnya)

Menurut Edy Suryono dan Munir Arisoendha yang dimaksud
dengan kekebalan diplomatik mencakup dua pengertian yaitu Inviolable
dan immunity. Inviolable adalah sebagai kekebalan terhadap alat-alat
kekuasaan dari negara penerima dan kekebalan terhadap segala
gangguan yang merugikan. Sehingga disini terkandung pengerfian
memiliki hak untuk mendapatkan periindungan dari alat-alat kekuasaan
negara penerima.Sedangkan Ilmmunify diarahkan sebagai kekebalan
terhadap yuridiksi dari negara penerima, baik hukum pidana maupun
perdata.

Jadi seorang pejabat diplomatik mempunyai hak unfuk
mendapatkan perlindungan dari negara penerima melalui pengambilan
langkah yang dianggap perlu oleh negara pemerima untuk mencegah
terhadap serangan terhadap kehormatannya kebebasan dan diri pribadi
seorang wakil diplomatik tersebut.

Kekebalan diplomatik yang terdapat dalam buku pedoman tertib
diplomatik dan tertib protokoler ternyata sudah diperinci jadi tiga bagian
yaitu : 11

1. Kekebalan pribadi pejabat diplomatik
3 Kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima.

1 gvahrmin Ak, op. cit him. 141 - 148
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Kekebalan dalam bentuk ini terwujud dalam tindakan kebal
terhadap tindakan pakasaan, penshanan dan penangkapan.
Ketentuan ini memberikan suatu petunjuk bagi alat-alat negara
penerima untuk tidak melakukan hal-hal tersebut diatas.
Ketentuan-ketentuan tersebut sebenarnya merupakan pengertian
dalam pasal 29 Konvensi wina 1961. Apabila terjadi suatu
peristiwa pelanggaran hukum yamg dilakukan pejabat diplomatik
maka pihak kepolisian tidak berwenang mengambil tindakan
seperti pada Warga Negara Indonesia biasa namn hanya wajib
melaporkan segera peristiwa tersebut kepada Departemen Luar
Neger, kemudian pihak kepolisian dapat memanggil kembali
diplomat tersebut untuk meminta keterangan sebab-sebab
terjadinya peristiwa tetapi bukan untuk dipernksa.
b.Hak mendapatkan ;I:larlinl:tungan ternadap gangguan dan atau
serangan atas kebebasan dan kehormatannya.
Hak untuk mendapatkan perindungan tferhadap gangguan
serangan atas kebebasan dan kehormatan din pejabat diplomatik
di Indonesia sudah dijamin dan diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, dalarm pasal 143

KUHP disebutkan :

*Dengan sengaja menghina wakil negen asing pada pemernintah
Indonesia dalam pangkatnya dihukum penjara selama-lamanya
lima tahun atau...”
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Sedangkan pasal 144 disebutkan :

“Barang siapa  menyiarkan, mempertontonkan  atau
menempelkan tulisan atau gambar yang isinya menghina... wakil
negara asing pada pemernntah Indonesia dalam pangkatnya
dEngan niat supaya isinya diketahui orang banyak...dihukum
penjara selama-lamanya 9 bulan...)"

c.Kekebalan terhadap yurisdiksi pidana, perdata dan yurisdiksi
administrasi/ kekebalan terhadap yurisdiksi pengadilan setempat.
Kekebalan ini berlaku sesuai dengan ketentuan yang terdapat
dalam konvensi Wina Pasal 31 ayat (1) namun terdapat
pengecualian yaitu tindakan nyata yang berhubungan dengan
barang tidak bergerak milik pribadi yang terletak di wilayah
negara penefima yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi
diplomat, mengenal warisan dimana wakil diplomatik tersebut
sebagai eksekutors atau administrators atau sebagai ahli wans
atau legataris, tindakan atau gugatan-gugatan yang berhubungan
dengan beberapa kegiatan profesional dan perdagangan
komersial yang dijalankan oleh wakil diplomatik di negara
penerima diluar fungsinya yang resmi. Dengan demikian
kekebalan diplomatik terhadap yurisdiksi pengadilan perdata dan
administrators tidaklah diperuas dengan tindakan-tindakan yang
berhubungan dengan harta benda yang tidak bergerak yang
dimiliki atau dikuasai seorang wakil diplomatik secara pribadi.

Alat-alat dari suatu negara tidak boleh menangkap, menuntut

ataupun mengadili secrang diplomatik asing dalam suatu perkara
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kejahatan, oleh karena itu negara penerima mempunyai hak

untuk menyatakan persona non grata atau mengusir wakil

diplomatik tersebut.

d.Kebebasan dar kewajiban menjadi saksi
Kebebasan seorang diplomat dari kewajiban untuk menjadi
saksi didepan pengadilan ini sudah diatur dalam Konvensi Wina
1261. agen diplomatik yang sedang menunaikan tugas sebagai
wakil negaranya di Indonesia tidak dapat dipanggll untuk
dijadikan saksi dalam suatu perkara didepan pengadilan.
Mamun dari sagi menjaga hubungan balk antar kedua negara,
sayogyanya prinsip ini tidak dipegang secara mutlak dan kaku,
karena itu pemerintah negam penginmnya dapat
menghapuskan kekebalannya dengan suatu permyataan yang

tegas atau resmi.

2. Kekebalan kantor dan rumah kediaman
Dalam Pasal 22 ayat (1) konvensi wina 1961disebutkan bahwa ,

“Gedung misi tidak dapat diganggu gugat (inviolable). pejabat-
pejabat dari negara penerima tidak beleh memasukinya, kecuali

dengan persetujuan kepala misi”.
Maksudnya gedung kedutaan tidak dapat diganggu gugat, para
pejabat negara setempat tidak dibenarkan memasuki gedung perwakilan
diplomatik tersebut kecuali sudah mendapat izin dar kepala perwakilan

tersebut. Dengan demikian alat-alat kekuasan Indonesia tidak boleh




memasuki kantor perwakilan asing ataupun rumah kediamannya, kecuali
telah diperkenankan oleh kepala pertwakilan yang bersangkutan. Aturan
yang mengatur rumah kediaman terdapat pada pasal 30 ayat (1).
Selanjutnya mengenai gedung-gedung, perabot-perabot rumah
tangga dan milik lainnya termasuk alat-alat transportasi, alat komunikasi
juga bebas dari pemeriksaan dan penahanan. Kebebasan komunikasi ini
bersifat dinas, baik antara perwakilan dengan pemerintah, maupun antara
perwakilan-perwakilan diplomatik dalam suatu negara. Alat-alat negara
indonesia baik dari pengadilan maupun dari kepolisian dilarang untuk
mengadakan pemeriksaan ataupun penahanan terhadap gedung, arsip
dokumen dan sebagainya dari perwakilan diplomatik asing di Indonesia,
bahkan pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindunginya dar
segala kemungkinan adanya gangguan terhadap keselamatan semua hal

tersebut.

3. Kekebalan terhadap korespondensi diplomatik

Terdapat beberapa jenis korespondensi diplomatik, antara lain
adalah arsip dan dokumen dari perwakilan diplomatik, surat-menyurat
perwakilan dan dari anggota stafnya, kantong diplomatik {diplomatic bag)
dan lain sebagainya. Mengenai arsip dan dokumen, Pasal 24 Konvensi
Wina 1861, menentukan bahwa arsip dan dokumen perwakilan diplomatik
tidak dapat diganggu gugat atau mendapatkan kekebalan penuh

dimanapun berada. Surat-menyurat perwakilan dan anggota staf berhak
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Surat-menyurat yang dimaksud adalah hanya dibebaskan atau kebal yang

ada hubungannya dengan fungsi perwakilan diplomatik. Mengenai
kantong diplomatik (diplomatic bag) dalam Pasal 27 ayat (3) Konvensi
Wina 1961, sudah diatur tentang diplomatic bag ini secara terperinci.
Tegasnya diplomatic bag ini tetap fidak boleh dibuka, apalagi diperiksa
isinya karena berisi surat-surat dan dokumen-dokumen yang bersifat
resmi dan harus memuat tanda-tanda yang sifatnya jelas terlihat dari luar
bahwa itu diplomatic bag. Diplomatik bag asing di Indonesia adalah bebas
dari pemeriksaan oleh pihak yang berwajib, tetapi kalau terdapat suatu
kecurigaan, lazimnya dilakukan juga pemeriksaan dengan menggunakan
alat “X-Ray” untuk mengetahui isinya tetapi pemenksaan tersebut
dilakukan didepan pejabat diplomatik yang bersangkutan ataupun wakil
yang dikuasakan untuk itu. Diplomatic bag dapat dikirim langsung melalui
kapten pesawat terbang komersil yang dilengkapi dokumen resmi, yang
memuat daftar isi diplomatic bag.tetapi kapten pesawat ini tidak memiliki

kekebalan. Yang memiliki kekebalan hanya dipomalik bag nya.

2, Keistimewaan Diplomatik
Hak-hak istimewa sebenamya adalah merupakan suatu
kehomatan ;fang diberikan oleh negara penenma terutama bersumber

pada hak-hak istimewa yang diberikan atas dasar timbal balik oleh hukum
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nasional dimana seorang wakil diplomatik tersebut dita:r\l;t])a‘nmrlli‘
khususnya terletak pada bidang perpajakan dan bea cukai.
Secara universal hak-hak istimewa bersumber pada kebiasaan
interasional (international Community) meliputi :*
1. Hak-hak istimewa pembebasan bea cukai
Hak-hak istimewa pembebasan bea cukai ini diakui dalam
Konvensi Wina 1981 Pasal 38 yang memberikan kebebasan
dari kewajiban bea cukai baik bea masuk maupun bea keluar
dan pajak-pajak lain yang mempunyai hubungan dengan itu.
Hak-hak istimewa yang dinikmati oleh pejabat diplomatik
tentang pembebasan bea cukai dapat dinikmati juga oleh
keluarganya, pengikut-pengikutnya dan pembantu-pembantu
rumah tangganya berdasarkan daftar yang diserahkan pada
kementerian luar negeri.
2 . Hak-hak istimewa pembebasan pajak
Pada umumnya hak-hak istimewa dalam hal perpajakan ini
meliputi kebebasan-kebebasan mengenai pajak langsung
antara lain mengenai :
- Pajak penghasilan
- Pajak atas barang pribadi bergerak seperti kendaran,

perabot dan sebagainya.

% Suryono, Edy, at al o, cit him. 80 - 82




Dalam Pasal 34 Konvensi Wina 1961 ditetapkan bahwa seorang

wakil diplomatik akan dibebaskan dari semua pajak pribadi baik nasional,

regional atau municipal, kecual -

a),

b).

d).

a).

Pajak tak langsung, sehingga tak berlaku pada
pembelian barang di toko umum wyang pajak
penjualannya telah diperhitungkan didalamnya.

Pajak atas barang-barang yang tak bergerak yang
terletak didalam negara penerima, misalnya rumah,
tanah, kecuali yang dikuasai oleh pejabat diplomatik
tersebut atas nama negara pengirim untuk keperuan

dan maksud yang resmi dari misi perwakilan.

. Pajak pendapatan yang sumbemya adalah dan

negara penerima dan pajak kapital terhadap investasi
yang dibuat dalam perdagangan dinegara penerima.
Pajak untuk jasa-jasa pelayanan yang diberikan
Registrasi, pembayaran pengadilan, hipotik, pajak
perangko sehubungan dengan barang-barang tak
bergerak.

Secara mendetail peraturan-peraturan pembebasan pajak serta

bea cukai maupun cara-cara prosedur untuk memperclehnya berlainan

dari satu negara dengan negara lain, walaupun ada kesamaan pada

prinsipnya. Sebaiknya setiap pejabat diplomatik yang membutuhkanya

berusaha untuk mematuhinya dengan tidak melupakan selalu bahwa hak
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kebebasan pajak, bes Cukai yang dimaksudkan sebenamya bukan suatu

hak yang dapat dituntut, tetapi bersumber kepada kebiasan internasional

dan lebih merupakan suaty “courtesy” dari negara penerima,

3.Hak- hak keistimewaan pembebasan dari keamanan-keamanan sosial,
Hak-hak pembebasan dari keamanan-keamanan sosial adalah bebas

dari ketentuan keamanan-keamanan yang mungkin beraku di negara

penerima,.

3. Dasar-dasar Yuridis Hak Kekebalan dan Hak Keistimewaan.

Pada awalnya pelaksanaan serta pengakuan kekebalan-kekebalan
dan hak-hak keistimewaan diplomatik berdasarkan kebiasaan praktek
yang berlangsung antar negara yang mengadakan periukaran wakil
diplomatik. Lalu di dalam perkembangan pergaulan Infernasional
selanjutnya dirasakan perlu untuk membuat suatu konvensi internasional
yang menghasilkan hukum kebiasaan menjadi hukum tertulis yang
dijadikan dasar hukum yang dapat digunakan oleh semua negara secara
timbal balik. Karena keinginan inilah menghasilkan konvensi Wina 1961
tentang hubungan diplomatik ini, dianggap oleh setiap negara yang
meratifikasinya sebagal suatu dasar hukum tertulis yang bersifat sebagai
suatu perjanjian timbal balik antara negara-negara yang meratifikasinya,®

Maka pemberian kekebalan-kekebalan diplomatik ini tadinya

bersumber pada Hukum Kebiasaan Intemasional yang tercermin di dalam

2 fbid him. 39 - 40



prakiek negara di dalam hubungan internasional, khususnya ketentuan
undang-undang negara setempat, dan pada perkembangannya kebiasaan
intemasional ini telah berhasil dituangkan di dalam suatu konvensi
intemasional yang tertulis yaitu Konvensi Wina 1961 tentang hubungan
diplomatik. Sehingga ketentuan-ketentuan pemberian hak-hak kekebalan
diplomatik ini kini telah diakui secara intemasiolnal sebagai suatu hukum
Internasional positif. Indonesia saat ini telah meratifikasi Konvensi Wina
1961, sehingga pemberian hak-hak kekebalan diplomatik di Indonesia
secara yuridis adalah bersumber pada ketentuan Konvensi Wina 1961.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hak kekebalan dan
hak-hak istimewa dapat kita temui pada pasal 22 hingga 31 Konvensi
Wina 1961 dapat diklasifikasikan dalam:

1. Ketentuan-ketentuan hak-hak istimewa dan kekebalan gedung-
gedung perwakilan beserta arsip-arsip kita jumpai pada pasal 22,
24, dan 30.

2. Ketentuan —ketentuan hak-hak istimewa dan kekebalan mengenai
pekerjaan atau pelaksanaan tugas wakil diplomatik , kita jumpai
dalam pasal-pasal 25,26, dan 27.

3. Ketentuan-ketentuan hak-hak istimewa dan kekebalan mengenal
pribadi wakil diplomatik, kita jumpai pada pasal 29 dan 31.



C. Pejabat Diplomatik dan Pegawai Kedutaan

Mengenai Penggolongan para pejabt diplomatik yang dapat

menikmati kekebalan diplomatik di Indonesia menurut pedoman tertib

diplomatik dan tertib protocol sebagai berikut;

1. Pejabat diplomatik

{memiliki kekebalan penuh, termasuk keluarganya, yang berdiam

serumah)

a.

Kepala perwakilan diplomatik : Duta besar, Duta dan

kuasa usaha “en pied”

- Minister consellor, Conselior, Sekretaris-sekretatis, atase-

alase dan atase-atase tehnis (atase-atase ekonomi,
perdagangan, kebudayaan, militer, dli),

Kepala dan anggota-anggota staf perwakilan PBB yang
berdasarkan hukum Internasional dan kebiasaan-
kebiasaan Intermasional mendapat perlakuan seperti
pejabat-pejabat diplomatik.

Pejabat-pejabat konsuler karier merupakan kepala dan
anggota-anggota staf perwakilan asing lainnya yang
berdasarkan peranjian dengan pemerintah Republik
indonesia mendapat perlakuan seperti pejabat-pejabat
diplomatik.

2 Pejabat-pejabat Konsuler karier memiliki kekebalan dalam hal

melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan



dalam suatu perjanjian konsuler ( Consular Convention)
a. Konsul jenderal,
b. Konsul.
c. Konsul muda,
d. Consular agent.

3. Pejabat-pejabat non diplomatik yang berwarga negara asing
dan dikirim oleh negara dari perwakilan yang bersangkutan {non
diplomatic home; based staff of foreign nationality). hanya
memiliki kekebalan terbatas (lermasuk anggota keluarganya
yang berdiam serumah), jika tidak ada sesuatu persetujuan atau
pertukaran nota:

a). Pegawai-pegawai tata usaha

b). Pegawai-pegawai teknis dan lain-lain

4, Pegawai-pegawai non diplomatik yang berwarga negara asing
dan yang diangkat di Indonesia (locally recruited non diplomatic
staff of foreign nalionalify), hanya memiliki kekebalan terbatas
pada tindakan-tindakan dalam hubungan dengan tugasnya:

a. Pegawai-pegawai lata usaha
b. Pegawa-pegawai teknisi

¢. Supir-supir dan lain-lain
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9. Pembantu-pembanty yang bekerja pada pribadi pejabat-pejabat
diplomatik dan yang berwarga negara sama dengan perwakilan
yang bersangkuta (private Servants), memiliki kekebalan yang
terbatas pada tindakan-tindakan dalam pelaksanaannya,
dengan ketentuan pekerjaannya. Dengan ketentuan:

1. Tidak melakukan pekerjaan lain
2. Bertempat tinggal bersama-sama dengan
majikannya

3. Berlaku asas timbal balik (reciprosity)

Istilah-istilah berdasarkan pasal 1 Konvensi Wina 1961 yaitu:

no

Kepala misi adalah orang yang diberi tugas oleh negara pengirim
dengan tugas untuk bertindak di dalam kapasitas sebagai kepala
rrisi,

Anggota misi adalah kepala misi dan anggota-anggota staf misi,
Anggota-anggota staf misi adalah anggota-anggota staf diplomatik ,
anggota-anggota staf administratif dan tehnik dan anggota staf
pelayan dar misi.

- Anggota staf diplomatik adalah anggota-anggota staf daripada misi

yang mempunyai tingkatan diplomatik.

Agen diplomatik adalah kepala misi atau seorang anggota staf
diplomatik dari misi.

Anggota staf tehnik dan administratif adalah anggota-anggota staf
misi yang dipekerjakan didalam pelayanan tehnik dan administratif
dari misi.

Anggota staf pelayan adalah anggota-anggota staf misi didalam
pelayanan domestik daripada misi,

Pelayan pribadi adalah orang yang di dalam pelayanan domestik
dani seorang anggota misi dan yang bukan pegawai negara
pengirim misi. ] _
Gedung ( premises ) misi adalah bangunan atau bagian dar
bangunan dan tanah yang menyokongnyatak memandang
pemiliknya,dipergunakan untuk tujuan-tujuan misi termasuk tempat

kediaman kepala misi.
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D. Mulai Berlaku dan Berakhimya Kekebalan dan Keistimewaan

Diplomatik
1. Mulai berlakunya kekebalan dan keistimewaan diplomatik
Kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa dapat dinikmati
setelah memasukj wilayah negara penerima. Ketentuan ini terdapat dalam
pasal 39 ayat (1) Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik yang
berbunyi :

“Setiap orang yang berhak akan kekebalan hukum dan hak
lsinmalwa akan mendapatnya sejak ia memasuki wilayah negara
Penerima dalam proses menempati posnya atau ia sudah didalam
wilayahnya, sejak saat pengangkatannya itu diberitahukan
kepada kementerian luar negeri atau kementerian lainnya yang
disetujui.”

Ketentuan yang sama terdapat dalam pasal 22 Konvensi Havana

1828 tentang diplomatic officers, bahwa mereka dapat menikmati
kekebalannya semenjak mereka memasuki wilayah perbatasan dari
negara dimana mereka akan menjalankan tugas-tugasnya dan
memberitahukan mengenai kedudukannya.

Asian African Legal Consultative Commite dalam Final Report of
Commite on Function, Privileges and Immunities of Diplomatic Envoys or
agent menetapkan juga ketentuan yang serupa yang antara lain dalam
pasal 38 ayat 1:

* Every person entitled to diplomatic privileges and immunities
shall enjoy them from the moment he enters the teritory of the
receiving state on proceeding fo take up his post or, If already in

its termitory, from the moment when his appointment is notified fo
the ministry for foreign affairs.”
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Mengenai persoalan kapankah hak-hak istimewa dan kekebalan
diplomatik beriaku dan dapat dinikmati oleh seorang wakil diplomatik
terdapat banyak pendapat diantara sarjana-sarjana dimana pendapat itu
umumnya hanya satu yang bisa dianut. Hal ini terlihat dalam uraian
dibawah ini. Mengenai pendapat-pendapat yang berbeda-beda itu oleh
Grahan H Stuart dalam American Diplomatic and Consular practice
disebutkan ada tiga pendapat yaitu:

1. Beberapa sarjana berpendapat bahwa hak-hak istimewa dan
kekebalan diplomatik mulai berlaku sejak orang yang dicalonkan itu
mendapat persetujuan atau agreement dari pada negara penerima.

2. Sarjana lainnya berpendapat hak-hak istimewa dan kekebalan
diplomatik mulai berlaku semenjak diadakannya Formal Reception
oleh negara penerima.

3. Masih ada sarjana lainnya yang berpendapat bahwa hak-hak
istimewa dan kekebalan diplomatik mulai berdaku sejak wakil
diplomatik itu memasuki wilayah negara penerima.

Mengenai pendapat yang terakhir inilah Graham H Stuart
menyatakan bahwa pendapat terakhir merupakan the most reasonable
and it has been sancfioned both by law and frealy.

Dari uraian diatas dijelaskan hak-hak kekebalan dar seseorang
mulai berlaku sejak ketika surat-surat kepercayaannya diserahkan pada

waktu meninggalkan negaranya dan pasporinya cukup membuktikan

diplomatic charactemya.
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Kesimpulan penulis awal berlakunya hak-hak kekebalan dan hak-
hak istimewa yaitu semenjak seorang diplomatik memasuki wilayah
negara penerima atay pengangkatannya diberitahukan kepada
kementerian luar negern. Karena kedudukannya sebagai duta besar
dianggap sudah mulai berlaku sejak ia memperoleh surat-surat

kepercayaan dari pemerintahnya,

2. Berakhirnya kekebalan dan keistimewaan diplomatik

Kekebalan-kekebalan diplomatik dan hak-hak istimewa dari wakil-
wakil diplomatik negara pengirim berakhir atau tidak beriaky lagi pada saat
mereka sudah berada kembali di negara asalnya, karena tidaklah mungkin
sualu negara memberikan hak-hak kekebalan dan hak-hak istimewa
kepada warga negaranya sendin.

Sedangkan bagi negara penerima hak-hak kekebalan dan hak-hak
istimewa dari seorang wakil diplomatik asing yang masa jabatannya atau
tugas-tugasnya telah berakhir, biasanya pada saat ia meninggalkan
negara itu, atau pada saat berakhimya suatu waktu yang layak atau
kesempatan yang layak (reasonable periodireasonable opporiunity) yang
diberikan kepadanya untuk meninggalkan negara penerima. Ketentuan
yang demikian terdapat dalam Pasal 39 ayat ( 2 ) Konvensi Wina 1961
yang berbunyi sebagai berikut :

“Walau fungsi-fungsi dan orang yang mendapat hak-hak istimewa

dan kekebalan hukum itu berakhir, hak-hak istimewa dan

kekebalan hukum itu akan berakhir secara normal pada saat ia
meninggalkan negara itu, atau pada saat berakhimya suatu
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fs}:“mc;uda? F:aﬂagt LEE: Egntuh daernil-;';api namun akan tetap ada
bersenjata, Meskipun begit,terhadap porpuatan sormeatar any
dllakuhgn orang ini didalam pelaksanaan l‘ungsi-fung;nyg
sebagai seorang anggota misi, kekebalan akan terus ada "
Dalam pasal diatas ditegaskan bahwa kekebalan-kekebalan dan
hak-hak istimewa itu tetap akan berlaku sampai berakhir masa waktu yang
layak meskipun terjadi konflik bersenjata. Hal ini adalah merupakan suatuy
Jaminan bagi seorang wakil diplomatik yang masa kerjanya atau tugas-
tugasnya telah berakhir bahwa ia tetap menikmati periakuan yang
sedemikian itu, dalam hal bentrokan senjata, Tetapi berapa lamakah yang
dimaksud dengan waktu yang layak itu baik dalam Konvensi Wina 1961
maupun Konvensi yang lain tidak diberikan penjelasan-penjelasan yang
selanjutnya.™
Dalam Pasal 39 ayat 3 Konvensi Wina ditetapkan bahwa
berakhimya tugas maupun fungsi seorang wakil diplomatik atau anggota
perwakilan yang menikmati kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa
yang disebabkan karena meninggalnya seorang wakil diplomatik atau
anggota perwakilan lainnya maka keluarga almarhum masih tetap akan
menikmati kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa sampai waktu
berakhir dalam waktu yang layak, dimana ia dapat meninggalkan wilayah
negara penerima.
Mamun negara penerima dapat meminta negara pengirim untuk

menarik para diplomatnya apabila dinyatakan persona non grata,

™ Ibid, hal, 45 - 46
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E. Penanggalan Kekebalan

Walaupun para pejabat diplomatik diberikan kekebalan terhadap
yunsdiksi negara penerima baik yurisdiksi perdata, pidana maupun
administrasi. Tetapi kekebalan tersebut dapat dihapuskan atau
ditanggalkan.

Berdasarkan pasal 32 Konvensi Wina 1981, Penanggalan ini
biasanya terjadi apabila Pejabat diplomatik terkena kasus yang berat.
Penanggalan kekebalan ini diminta oleh negara penerdma dan
ditanggalkan oleh negara pengirim. Tetapi tidak selalu harus ada
pernyataan khusus dari negara pengirim, cukup kepala perwakilan nagara
pengirim yang berada diluar neger yang menyatakan penanggalan
kekebalan yang bersangkutan. Pemyataan peananggalan ini harus
dinyatakan dengan tegas artinya pemyataan penanggalan kekebalan
diplomatik ini yang dibuat oleh negara pengirm atau kepala perwakilan
negara pengirim harus memperlihatkan keinginan untuk menanggalkan
kekebalan dari orang yang bersangkutan berupa surat yang diserahkan

pada pemerintah atau pengadilan negara penerima. ™

5 Guryano Edy. 1992, Perkembangan Hukum Diplomatik himéG1
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam proses penulisan skripsi ini, Penulis melakukan penelitian
untuk mendapatkan data yang relevan dengan arah dan tujuan penulisan.

Penelitian dilakukan di Departemen Luar Megeri Jakarta.

B. Tipe penelitian
Untuk menunjang penulisan skripsi ini, maka Penulis menggunakan
2 (dua) metode dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut :
Penelitian Lapangan (Field Research) dilakukan dalam bentuk :

a. Descriptive Research yaitu menggambarkan lokasi penelitian, jenis
dan sumber data, teknik pengumpuian data dan teknik analisa data
mengenai kekebalan.

b. Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu teknik
pengumpulan data dengan mengadakan pengkajian pada literatur
dalam rangka usaha mengemukakan landasan teori yang ada
hubungannya dengan pokok bahasan skripsi ini serta hasil-hasil

laporan yang diperoleh melalui sumber langsung di lapangan.
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C. Teknik Pengumpulan data

Interview/wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang
digunakan Penuiis sebagai peneliti untuk mendapatkan keterangan-
keterangan lisan melalui percakapan dan tatap muka langsung dengan
orang sebagai usaha mengemukakan landasan teori yang ada sumber

yang dapat memberikan keterangan mengenai hal yang diteliti,

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan
ini adalah :
1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui pengamatan
dan wawancara langsung dengan nara sumber.

2. Data sekunder yaitu data yang diambil secara urut waktu yakni yang
diperoleh melalui studi kepustakaan dengan membaca berbagai buku
literatur, laporan-laporan, dokumen-dokumen yang berkaitan langsung
dengan pembahasan ini serta berbagai informasi dan pihak-pihak yang

' dipandang relevan dengan objek yang diteliti.

E . Waktu Penelitian
Waktu yang diperiukan Penulis dalam menyusun penulisan ini

adalah selama sebulan.



F. Metode Analisis

Analisis Kualitatif Yaitu analisis terhadap data yang diperoleh

mendeskriptifikan permasalahan

kesimpulan,

yang ada sehingga diperoleh suatu
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BAB IV
PEMBAHASAN

A Pemberian Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik terhadap
Orang-orang yang Berstatus Non Diplomatik Berdasarkan
Konvensi Wina 1961,

Seorang diplomat dikirim oleh negara pengirim, untuk mewakili
sebagai kepala negara untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan
negara penerima. Agar dapat menjalankan tugas yang diberikan negara
pengirim dengan baik, maka seorang diplomat diberikan kekebalan dan
keistimewaan oleh negara penerima sesuai dengan aturan-aturan dalam
hukum kebiasaan intemasional serta perjanjian-perjanjian  yang
menyangkut hubungan diplomatik antar negara. Pemberian kekebalan
dan keistimewaan ini juga berdasarkan atas asas timbal balik (the
principle of reciprocity).

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dimana segala
sesuatu yang menyangkut penyelenggaraan negara adalah berdasarkan
hukum. Dalam hal pemberian kekebalan dan keistimewaan ini Indonesia
mengikuti aturan yang berlaku pada Konvensi Wina 1861 yang diratifikasi
ke dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun1982.

Kekebalan yang diberikan kepada pejabat diplomatik antara lain :
a. Kekebalan pribadi pejabat diplomatik atau kekebalan terhadap alat-alat

kekuasaan dari negara penerima,
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Hak  mendapatkan Perindungan terhadap gangguan dan atau
Serangan atas kebebasan dan kehormatannya:

Kekebalan dari yurisdiksi pidana, yurisdiksi perdata dan yurisdiksi
administrasi:

d. Kebebasan dari kewajiban menjadi saksi:

e. Kekebalan kantor dan rumah kediaman:

f. Kekebalan terhadap korespondensi diplomatik,

Hak-hak keistimewaan yang diberkan oleh negara penerima

kepada pejabat diplomatik antara lain:

a. Pembebasan bea cukai;

b. Pembebasan pajak-pajak;

€. Pembebasan dari kewajiban keamanan sosial dan lain-ain.

Selain pejabat diplomatik ada juga orang-orang yang berstatus non
diplomatik yang ikut serta menikmati kekebalan dan hak-hak istimewa
tersebut. Orang-orang tersebut antara lain :

a. Keluarga pejabat diplomatik;
b. Staf administrasi;

c. Staf tehnik perwakilan diplomat

d. Staf pelayan
‘Yang membedakan antara seorang diplomat dengan orang-orang

yang berstatus non diplomatik terletak pada identitasnya. Dimana identitas
ini dapat dilihat pada pasportnya. Seorang pejabat diplomatik akan
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menggunakan pasport diplomatik sedangkan orang-orang yang berstatus

non diplomatik menggunakan pasport dinas.
1. Keluarga

Dalam  menjalankan tugasnya secrang pejabat diplomatik

membawa serta keluarganya ke wilayah tempat ia ditugaskan oleh negara
pengirim. Keluarga adalah salah saty yang tergolong dalam orang-orang
yang berstatus non diplomatik yang turut serta menikmati kekebalan dan
keistimewaan yang diberikan oleh negara penarima.

Keluarga disini dibatasi kepada anggota-anggota keluarga yang
tidak hanya berhubungan darah tetapi harus merupakan bagian dari
rumah tangganya dan bertempat tinggal serumah dengan pejabat
diplomatik tersebut. Selain itu mereka tidak boleh berstatus warganegara
dari negara penerima.

Di Indonesia keluarga pejabat disini juga mendapatkan pasport
diplomatik. Tetapi tidak semua keluarga dapat menggunakan pasport
diplomatik ini. Yang dapat menggunakan passport diplomatik ini hanyalah
istri dan anak-anak dar pejabat diplomatik. Jika keluarga lain ikut ke

wilayah tugas, maka mereka menggunakan pasport dinas.

1.1.Kekebalan dan Keistimewaan yang dinikmati oleh Keluarga
Kekebalan dan keistimewaan yang dinikmati oleh keluarga pejabat

terdapat dalam pasal 37 ayat (1)Konvensi wina 1961.
Mereka menikmati kekebalan antara lain :
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1. _. oy 3
Kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan negara penaﬂmaﬂ_iﬁmJ

o g

apabila tefadi syaty Peristiwa pelanggaran hukum yvang dilakukan
keluarga diplomatik maka pihak kepolisian tidak berhak mengambil
tindakan seperti penahanan atau penangkapan;
Mereka kebal terhadap yurisdiksi pidana, perdata, dan administrasi |,
kecuali ada pelanggaran hukum yang berat maka negara penerima
dapat meminta kepada negara pengirim untuk menanggalkan
kekebalannya agar dapat dilakukan proses peradilan. FPenanggalan
kekebalan tersebut harus dinyatakan dengan tegas, sehingga dapat
dilakukan penahanan dan pengadilan terhadap mereka

3. Mendapatkan perindungan terhadap gangguan dan atau serangan
atas kebebasan dan kehormatannya.

4. Oleh karena mereka bertempat tinggal bersama pejabat diplomat maka
mereka Ikut menikmati kekebalan dan perlindungan terhadap tempat
kediaman.

Keistimewaan yang dapat dinikmati oleh keluarga pejabat
diplomatik antara lain :

1. Pembebasan bea cukai;

2. Pembebasan dari semua iuran, pajak-pajak personalnasional dan
regional (daerah), dengan pengecualian yang diatur dalam pasal 34

Konvensi Wina 1961 :

“Ssorang agen diplomatik bebas dan semua iuran dan pajak, personal

i ional, regional atau kotapraja kecuali :
fgﬂﬂfﬁﬂk l‘l‘-‘"f langsung yang normalnya termasukkan didalam
-har;fﬂ bamg-barang dan pefayanan-pelayanan.
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DENGIm uniuk gjﬁ’;ﬂﬂmﬁl. tanpa ia memegangnya ity untuk negara
C.Bea kekayaan, suksesi a

dm”’d“;ﬂ- dengan tunduk pada ketentuan ayat 4 pasal 39,
: " P3jak atas pendapatan pribaci yang bersumber didalam

f.Biaya pendsfiaran, biaya pengadilan dan biaya pencatatan, uran

hipotik dan biaya perangko dan dala
pasal 23" e m hal barang tetap tunduk pada

3. Bebas dari ketentuan-ketentuan keamanan sosial yang mungkin
beraku di dalam Negara penerima, contoh : siskamling, dan dari

semua pelayanan pribadi, pelayanan umum dan dari kewajiban militer,

1. 2.Contoh kasus tentang kekebalan terhadap keluarga diplomat
Kasus tentang anak duta besar Brazil di Washington yang terjadi
pada tanggal 29 November 1982 disebuah klab malam. Dimana terjadi
perselisihan antara anak duta besar Brazil yang bemmama Antonio da
Silvera.Jr dengan manager klab yang mengakibatkan lukanya body-guard
klab yang bemmama Kenny Skeen.Antonio membuat keributan di klab
sehingga manager mengusimya keluar yang dibantu cleh Kenny Skeen.
Karena tidak terima, Antonio menembakkan pistol kaliber 32 sehingga
mengenai Skeen pada perut, kaki dan tangannya. Awalnya Antonio
memberikan nama palsu pada polisi sehingga ia ditahan dan didenda US$
2000, Keesokan harinya kedutaan besar Brazil meminta kepada polisi dan
FBl untuk mencarinya. Kemudian dari kedutaan besar Brazil yang

45




S oZEL e

Kerugian terhadap Skeen maka Skeen mendapatkan ganti

rugi dari Kedutaan Brazi| atas biaya pengobatannya, '®

Berdasarkan  kasys diatas maka penulis mengambil

kesimpulan.bahwa kasus tersebut telah menerapkan pasal 29 Konvensi
Wina 1961 tentang tidak dapat diganggu gugat atas penahanan atau
penangkapan dan diterapkan pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina 1961 yaitu
kebal dar yurisdiksi kriminal, yurisdiksi sipil, dan yurisdiksi administrasi.
Maka dalam kasus ini negara penenma telah menerapkan Konvensi Wina
dengan baik,

1. 3. Kasus Anak Duta Besar Indonesia Nana Sutresna

Anak Duta Besar Republik Indonesia di Inggris yaitu Nana Sutresna
yang bemama Harris Sutresna tertangkap akibat kasus narkotika. Harris
tertangkap pada tanggal 28 maret 2002 sejak pukul 16.00 waktu
setempat. di Longford Close, Hackney, Londen, Saat itu kepolisian khusus
anti narkotika London sedang mengadakan razia obat-obat terlarang.
Harris Sutresna kedapatan memiliki narkotika kelas A" (kokain) dan
kemudian sempat dibawa kemarkas polisi setempat dan dikenai tuduhan

pensuplai narkotika. Namun tuduhan tersebut segera dibatalkan setelah

1 1 1 dan K
¥ g uryokusumo Sumaryo. 1986, Hukum Diplomatik Teor psus,
hlm 105




Hﬂl'l'iﬂ- men . 2
gakuy sebagai anak Duta Besar Republik Indonesia di Inggris

yang memiliki kekebajan diplomatik'?

Namun pada kasus tersebut penulis mendapat data baru yaitu diklarifikasi
oleh Duta Besar Nana Sutresna bahwa -

Hams dibekuk kepolisian khusus anti narkotika London pada
'anggal 28 Maret 2002 pada pukul 16.00 pada wakty seter pat. Kejadian
itu bermula pada saat Harrig keluar dari kampusnya, School of Audio
Engineering (SAE). Ketika Harris sedang membuka pintu mobil diareal
parkir, tiba-tiba datang mobil lain yang langsung melemparkan sesuatu ke
mobil Harris sambil berteriak ‘Keep it, keep it (simpan)’ dan melarikan diri.
Tidak lama kemudian polisi datang dan langsung menangkap Hamis. Pada
saat itu Harris sempat berteriak kejar karena mobil tersebut masih terfihat.
Tetapi polisi tetap menangkap Hamis karena barang bukti kokain ada
padanya. Polisi kemudian membekukan kasus tersebut, pembekuan
tersebut diperkuat melalui pemberitahuan resmi secara tertulis dari pihak

kepolisian . Tertanggal 2 April 2002, yang disampaikan oleh seorang

pengacara.”™

Berdasarkan kasus diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa

keluarga pejabat kedutaan memang menikmati kekebalan berdasarkan
pasal 29 konvensi Wina 1961 tentang tidak dapat diganggu gugat oleh

W i i 7/2704aky2 hm
17 b thewrew. inclomedia com/sripo/2002/04(2
]*Eﬁjfmﬂﬂ-udﬁumu’nh@w.mwmg!lﬂmmm
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ayat (1 i .
vat (1) Konvensi Wina 1961 yaitu tentang kekebalan terhadap yurisdiksi

negara ik krimi '
gara penerima baik kriminal (pidana), yurisdiksi sipil (perdata), ataupun

yurisdiksi administras; Terlepas dari terbukti ataupun tidak kasus tersebut.
Andaikata kasys tersebut terbukt dapat dianggap kasus yang besar,
Maka negara penerima dapat meminta negara pengiim untuk

menanggalkan kekabalannya secars tegas. Sesuai dengan pasal 32
Konvensi Wina 1961 Agar dapat diadili,

2. Pegawai Kedutaan yang berstatus non diplomatik

Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik seorang diplomat
dibantu oleh anggota pegawai kedutaan/staf misi diplomatiknya. Pada
saat pengangkatan staf misi diplomatik pada umumnya tidak memeriukan
persetujuan negara penerima. Cukup hanya memberitahukan kepada
Kementerian Luar Negeri negara penerima mengenai nama, kedudukan,
pangkat diplomatiknya, anggota keluarganya dan tanggal kedatangannya.
Untuk dapat menjalankan tugasnya pegawal kedutaan maka mereka

dapat menikmati kekebalan secara khusus atau terbatas.

2.1.Cara Perekrutan Pegawai Kedutaan pada umumnya
Dalam kenyataannya bahwa para pegawai kedutaan di kedutaan

besar tidak hanya berstatus warga negara dari negara pengirim. Ada

T e




bebera i

- Pa Pegawai kedytagn ¥ang juga berkewarganegaraan dari negara
Penenma. Jadi dari kenyataan iy maka kita mengenal an
Pegawai kedutaan terdjr dari :

ggota-anggota

a. Pejabat-pejabat non diplomatik yang berwarganegara asing dan dikirim
oleh negara dari Perwakilan yang bersangkutan (non diplomatic home :

bassed stafr foreign nationality). Mereka adalah pejabat-pajabat non

diplomatik yang dikirim oleh negara pengirim yang terdini dari pegawai-
pegawai tata administrasi, Pegawai teknis dan lain-lain.

b. Pegawai-pegawai non diplomatik yang berwarga negara asing yang
diangkat di Indonesia (locally recruited non- diplomatic staff of
nationality). Mereka adalah pegawal-pegawai non diplomatik yang
berwarganegara asing/ berwarganegara negara pengirim yang
menetap di Indonesia lalu dipekerjakan. Yang terdiri dari pegawai
administrasi, teknis dan lain-lain.

c. Pegawai setempat (locall staff). Mereka adalah pegawai-pegawai non

diplomatik yang berwarganegara negara penerima.

Cara perekrutan pegawai setempat (locall staff) biasanya dengan
cara kedutaan mengikiankan di koran-koran setempat, posisi apa yang
dibutuhkan. Seorang calon pegawai mengirimkan lamaran serta akan

. - . Syarat diberikan
mengikuti tes seleks! yang telah ditentukan. Syarat yang

biasanya disesuaikan dengan posisi yang akan dilamar. Kemampuan

bahasa inggris secara lisan maupun tulisan sudah pasti merupakan syarat
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harus me i
lengkapi Persyaratan adminitrasi seperti lazimnya yaitu surat

lamaran, CV{Curriculum Vitae), ijasah dan lain-lain,

*2Keksbalan dan Keistimewaan yang dapat dinikmat oleh Pegawai
Kedutaan

a. Pejabat-pejabat non diplomatik yang berwarganegara asing (non
diplomatic home; bassed staff foreign nasionality).

Pasport yang digunakan pejabat-pejabat non diplomatik beserta
keluarganya ini adalah pasport dinas diplomatik dimana sebagai
identitasnya yang akan dikembalikan kembali kepada negara penerima
pada saat telah selesai melaksanakan tugasnya. Selain itu para
pejabat non diplomatik ini juga mendapatkan ID Card/ KTP diplomatik
sebagai identitas agar mudah dikenali yang mereka gunakan selama
tinggal di Indonesia dan akan dikembalikan pada saat meninggalkan
Indonesia/telah selesai menjalankan tugasnya.

Berdasarkan pasal 37 ayat (2) Konvensi Wina 1961 pejabat-
pejabat non diplomatik beserta keluarga yang ikut bersamanya yang
bukan warganegara negara penerima ikut serta menikmati kekebalan
dan keistimewaan yang terdapat dalam pasal 29 hingga pasal 35

Konvensi Wina 1961. Mereka dapat menikmati kekebalan yaitu

kekebalan:

50
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mengambil tj '
ndakan sepertj Penahanan dan Penangkapan.

Menda i
patkan Perlindungan terhadap gangguan dan atau serangan
atas kebebasan dan kehnnnaiannya.
M : ] )
ereka ikut menikmatj kekebalan dan perlindungan tempat tinggal.

Tetapi diluar tugas-tugasnya mereka tidak kebal terhadap

yunisdiksi negara penerima, Baik yurisdiksi pidana, yurisdiksi perdata,

maupun yurisdiksi administrasi

Mereka juga menikmati hak-hak istimewa yang terdapat pada

pasal 34 hingga 36 Konvensi Wina 1951 yakni

1.

Jakarta kekebalan yang

ya

Hak istimewa pembebasan dari iuran dan pemungutan pajak-pajak,
personal, nasional, regional, kecuali yang tercantum pada pasal 34
Konvensi Wina 1961,

Pembebasan ketentuan-ketentuan keamanan sosial:
Pembebasan dari bea cukai yang terdapat dalam pasal 36
Konvensi Wina 1961 yaitu hanya diberikan satu kali kemudahan
dalam mengimpor barang-barang keperluan pribadinya dan rumah
tangga ketika pertama kali datang atau pertama kali tiba dinegara
penerima untuk memulai tugasnya.

Berdasarkan penelitian penulis di Departemen Luar Negeri
diterima oleh pejabat-pejabat non diplomatik

. = asing tidak se nerti kekebalan yang diterima oleh
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» Maka dia secara tigak langsung diberikan

kekebalan untuk Menjaganya karena dia harys melaksanakan tugas.
Tetapi duluar lugasnya mereka tidak kebal terhadap yurisdiksi negara
penerima. Mereka juga dapat perindungan terhadap gangguan dan
alau serangan atas kebebasan dan kehormatannya atau sesuai

dengan pasal 37 ayat (2 JKonvensi wina 1961.

Berdasarkan pasal 37 ayat (3) tentang anggota staf pelayan misi
yang berwarga negara asing dan tidak menetap dinegara panerima.
Mereka mendapatkan kekebalan hanya sebatas ketika mereka
mengerjakan tugas-tugas dan kedutaan atau perwakilan. Diluar tugas-
tugasnya diperwakilan mereka tidak sama sekali menikmati kekebalan
apapun. Tetapi mereka menikmati keistimewaan yaitu pembebasan
dari ijuran dan pajak atas pembayaran yang diterimanya. Dan
pembebasan dan ketentuan-ketentuan keamanan sosial yang mungkin

berlaku di dalam negara penenma.

Berdasarkan pasall 37 ayat (4) Konvensi Wina 1961 tentang

glayan pribadi dari pada misi yang berwarganegara asing dan tidak
p

32
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Pembebasan i i
B dari iuran dan Pajak atas Pembayaran yang diterimanya.
erdasa iti i
rkan Penelitian Penulis tentang kekebalan dan keistimewaan
lain ji '
ainnya hanya beraky Jika diakui oleh negara penerima. Misalnya pada

awal keda
tangan mereka kepala perwakilan sudah membahas tentang

ke isti
kebalan dan keistimewaan yang dapat dinikmati oleh mereka pada

Kementerian luar neger Negara penerima. Jika negara penerima
mengakuinya maka mereka dapat menikmati kekebalan dan
keistimewaan itu. Misalnya: Kepala perwakilan meminta pelayan
pribadi diberi kekebalan ketika menjalankan tugas bersama kepala
perwakilan . Jika itu disetujui oleh negara penerima. Maka mereka
dapat menikmti kekebalan tersebut Tetapi sebatas dalam
melakanakan tugas bersama kepala perwkilan. Diluar itu mereka tidak

dapat menikmati kekebalan tersebut.

. Pegawai-Pegawai Non Diplomatik yang berwarganegara asing
yang diangkat di Indonesia (locally recruited non diplomatic staff
of foreign nationality)

Berdasarkan pasal 38 Konvensi Wina 1961, pegawai-pegawai
non diplomatik yang berwarga negara asing yang diangkat di
nesia hanya menikmati kekebalan yang sangat terbatas pada

tugasnya atau perbuatan resmi dalam

Indo

waktu menjalankan

kan fungsi-fungsinya. Sedangkan keluarganya sama sekali
ksana

mela
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tidak men;j i

enikmati kekebalan dan hak-hak Istimewa. Kekebalan disini
adalah

agar merakg dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa
ada campur tangan dar n

sama sekali.

C. Pegawai setempat (local staff),

Berdasarkan pasal 38 Konvensi Wina 1951 pegawai setempat
sama sekali tidak menikmati kekebalan ataupun keistimewsaan apapun,
kecuali negara penerima memberikannya atau mengakuinya sebatas
dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Local Staff

Berdasarkan penelitian penulis di Departemen Luar Negeri
Jakarta bahwa diluar dari tugasnya sebagai Local Staff . mereka
adalah warga negara Indonesia yang harus mengikuti peraturan-
peraturan yang berlaku di Indonesia sebagaimana warga negara
Indonesia lainnya. Sedangkan jika mereka terlibat masalah dalam

tugasnya maka akan diselesaikan sendiri didalam tempat kedutaan

dimana mereka dipekerjakan.



diplomatik bagi
yang tercantum

dalam Kenvensi Wina 1961 Adapun mengenai penjabarannya telah

terjabar dalam penjelasan Pada bagian sebely mnya. Untuk lebih jefasnya
dapat dilihat melalui kasus dj bawah ini :

Kasus ini terjadi pada tanggal 7 Februari 1984 mengenai
tertangkapnya anggota staf Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta
yang bermnama Steven Joseph Bryner dan M. Karajin lll. Keduanya adalah
Angkatan Udara Amerika Serikat yang diperbantukan di Kedutaan Besar
Amerika Serikat di Jakara sebagai staf adminstrasi dan teknis . Mereka
tertangkap karena terlibat pengedaran dan penjualan obat-obat terlarang
dengan terdapat barang bukti 160 butir Ectasy. Pada waktu diadakan
penggeledahan dirumah tempat finggal Steven J Bryer ditemukan tablet
ectasy berwarna merah jambu 5306 butir, wama kuning 1984, warna
putih 120 butir, dan wama ungu 8 butir yang diperkirakan senilai 159 juta

rupiah (SS$75000). Keesokan harinya Kedutaan Besar Amerika Serikat di

Jakarta menyampaikan nota resmi kepada Departemen Luar Negeri dan

mengajukan protes atas penahanan stafnya. Karena sebagai anggota staf

perwakilan tidak dapat dilakukan penangkapan dan penahanan. Karena

_ . i r

ka tidak kebal dar yurisdiksi negara penenma Kedutaan Besa
mera
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se ai x> .
bagai anggota miiter akan dikembalikan ke markas besar dimana

penyelidikan dan penuntytan dilakukan menurut hukum, Pada tanggal 10
Februari 1094 pihak kepolisian Indonesia menyerahkan secara resmi
kedua tersangka kepada kedutaan besar Amerika Serikat untuk tetap

pada pengawasan keamanan kedutaan besar dengan catatan bahwa

setiap saat penyelidik kepolisian Indonesia dapat memeriksa yang
bersangkutan. Pada awal bulan Mei 1984 mereka berdua mulai diadili di
Mahkamah militer Guam Amerika Serikat dan pada tanggal 27 Juli 1994
Majelis Hakim Pengadilan Militer Guam telah menjatuhkan hukuman 7
tahun penjara dan harus melakukan kerja paksa, ™

Berdasarkan kasus diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa
kasus tersebut telah menerapkan pasal 37 ayat (2) Konvensi Wina 1961
bahwa pegawai staf kedutaan dapat menikmati kekebalan dan
keistimewaan sesuai dengan ketentuan pasal 28 Konvensi Wina 1961
tidak dapat dilakukan penangkapan maupun penahanan atau tidak dapat

gugat. Tetapi karena kasus tersebut diluar tugas yang diberikan
awai staf kedutaan tersebut tidak kebal

diganngu

oleh negara pengirim maka peg

terhadap yuridiksi negara penerima. Seharusnya dalam kasus tersebut

pegawai staf kedutaan tersebut dapat diadili di Indonesia.

¢ him 130
19 §yryokusumo Sumaryo,0p.cit. i






1.

kekebalan dan keistimewaan berdasarkan Konyens; wina 1961.
Kekebalannya antara lain :

- Kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan negara
Penerima,

- HKekebalan terhadap yurisdiksi negara penerima baik
yurisdiksi perdata, yurisdiksi pidana maupun yurisdiksi
administrasi.

- Mendapatkan perindungan terhadap gangguan dan atay
serangan atas kebebasan dan kehormatannya

Kekebalan dan perlindungan terhadap tempat kediaman.

Keistimewaannya antara lain :
Pembebasan bea cukai.

Pembebasan dari semua iuran, pajak-pajak nasional dan
regional (daerah). Dengan pengecualian yang diatur

dalam pasal 34 Konvensi Wina 1961.
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Bea i
bas dari katentuankﬂtantuan k

mungkin beraky g dala
2. Praktek kekebajan dan

2amanan sosig| Yang
M negara Penerima,
keisti

timewaan terhadap Grang-orang yYang

berstatus non dipy ik di
Plomatik d; Indonesig telah sagyai dengan aturan h
ran hukum

Internasional yaity berdasarkan Konvensi wi 196
na : ¥

B. Saran

1. Kiranya pemerintah dapat lebih terbuka dalam mensosialisasikan
penyelewengan yang terjadi yang berkaitan dengan pemberian
kekebalan dan keistimewaan diplomatik.

2. Pemerintah dapat lebih jelas memberikan informasi tentang kekebalan
dan keistimewaan orang-orang berstatus non diplomatik.

3. Kiranya pemerintah dapat meninjau ulang tentang peraturan yang
berhubungan denga kekebalan dan keistimewan orang-orang
berstatus non diplomatik.

4. Kiranya pemerintah Indonesia dapat lebih tegas dalam menindaki
pelanggaran hukum yang dilakukan i omael st

diplomatik yang berkaitan dengan yurisdiksi negara Republik

Indonesia.
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KONV :
ENSIWINA TENTANG HUBUNGAN DIPLO MATIK
DAN OPTIONAL PROTOCOLS ¢

. I':I](?H?EN_SI Wina tentang Hub ungan
iplomatik, Dibuat g; Wina pada
18 April 1961,%)

Nepara-negara Fihak pada Konvensi ini,

Mengingar bahwa rakyat-rakyat dari semua

bangsa sejak
telah mengenal status pejabat- B Sax dahulic kel

pejabat diplomatik,
Mempertimbangkan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Piagam Perserikat-
an Bangsa-Bangsa mengenai kesamaan kedaulatan Negara-negara, peme-
liharaan perdamaian dan keamanan internasional, dan memajukan hu-
bungan bersahabat di antara bangsa-bangsa,
Percaya bahwa suatu konvensi internasional mengenai hubungan diplo-
matik, hak-hak istimewa dan kekebalan hukum akan menyumbang untuk
 J B8
pengembangan hubungan bersahabat antara bangsa-bangsa, tanpa mem-
mandang perbedaan sistem sosial dan konstitusi mereka, _
Yakin bahwa tujuan-tujuan hak-hak istimewa dan kekebalan Ihulv;um ini
tidaklah untuk keuntungan individu akan tetapt untuk menjamin pelaks?j
naan yang efisien fungsi-fungsi missi-missi diplomatik dalam mewakili
Negara-Negara, , _ et tr:ru's
aturan hukum kebiasaan internasional tetap
Menegaskan bahwa ah yang tidak secara tegas diatur oleh ketentuan-
mengatur masalah-masalah yang

ketentuan Konvensi ini,

gi dalam : THE WORK OF THE INTERNATIO.

£y Teks dalam hahasu Inggeris seperti 2 TNITED NATIONS. Office of Public fn-

NAL LAW COMMISION, Revised Editio
formation, New York.
*y  Berlaku mulai 24 April 1964,



Telah menyetujui sebagaj berikut .

. ; PHSEEI
Untuk tujuan Konvensj ini, i

. : Istilah-jet; :
yang disebutkan di bawah inj untuk i;::lgglj. h‘?
fa) *Kepala missi~ i

adalah ¢ -
ngirim dengan tugas um::';irlt'iﬁ:flslbm tugas oleh Negara pe-

kepala missi. di dalam kapasitas sebagai
(b) *Anggota missi* adal e
missi. #lah kepala missi dan anggota-anggota staff

] a:unl;figkut:;lz:;itg:t: staff missi~ adalah anggota-anggota staff diplo-
. -~angeota staff administratif da :
staff pelayan dari miss;. n teknik dan anggota

(d) '*"""*PE@““ staff diplﬂmﬁﬁfi" adalah anppota-anggota staff daripada
missi yang mempunyai tingkatan diplomatik.

(e) "Agen diplomatik” adalah kepala missi atau seorang anggota staft
diplomatik dari missi.

(f) "Anggota staff teknik dan administratif* adalah anggota-anggota
staff missi yang dipekerjakan di dalam pelayanan teknik dan
administratif dari missi.

fg) "Anggota staff pelayan” adalah anggota-anggota staff missi di
dalam pelayanan domestik daripada missi.

() "Pelayan pribadi” adalah orang yang di dalam pelayanan domestik
dari seorang anggota missi dan yang bukan pegawai Negara pe-
ngirim missi. ‘ | |

{i) =Gedung (premises) missi® adalah bangunan atau bagian dan
banéunan dan tanah yang menyokongnya, rtak me_mgndang pE;
milikannya dipergunakan untuk tujuan-tujuan missi termasu

tempat kediaman kepala missi.

Pasal 2

atik antara Negara-negara, dan pengadaan

Pembukaan hubungan diplom 4i dengan persetujuan timbal balik.

missi diplomatik tetapnya. terja
Pasal3
omatik, antara laif, di dalam :

. dalam Negara penerima; .
y f;adieneﬂmm kepentingan-kepentingan
E | | :

1. Fungsi-fungsi missi dipl
fa) Mewakil Negara pen .
(b Melindungi, di dalam Ne



Negara pPengirim 4
an wy
tas-batas yang diji; rgaﬂegara-w_,
- inkan ) YarBaNegaranva i .
(¢) Berunding dengan P'El'lieﬁzl:;:u:{um internae va, di dalaml ba-
(d) Mengetahuj menyryt iy g
perkembangan gj dalam Heg:raypen :
erima,

kepada Pemerintap, Ne 3
- Eam bk an melﬂp‘ﬂl’k n
fe/ Memajukan hubypg B Pengirim; annya

Negara penerima, day
mem
kebudayaan dap ilmiah, Pangun hub““E“““hubun gan ekonomi,

]. Tiada ketentuan di dg|

31‘& PEnErim E: \!

am Konyepsj

gah pelaksanaan fungsi konsyjer oleh suln:‘L yang boleh ditafsirkan mence- -

atu missi diplomatij
Pasal 4
l. Negara PENBIrim harus memastikap bahwa agrément dari Negara
penerima telah I‘.ll].'!ﬂf'llkﬂ!l untuk orang yang gleh Negara pm:n,girinr.lg itu
diusulkan untuk dikirimkan sebagai kepala missi ke Negara tersebut.

. Negara pv.?qeﬁma tidak berkewajiban untuk memberikan alasan kepada
Negara pengirim mengenai penolakannya atas agrément,

Pasal §

I. Negara pengirim boleh, setelah memberikan pemberitahuan sebagai-
mana mestinya kepada Negara penerima yang bersangkutan, mengirim-
kan seorang kepala missi atau menugaskan seseorang anggota staff diplo-
matik, sebagaimana nanti dapat terjadi, kepada lebih dari satu Negara,
jika tidak ada keberatan yang tegas dari sesuatu Negara penerima.

L. Jika Negara pengirim mengirimkan seorang kepala missi kepada satu
atau lebih Negara-negara, Negara pengirim tersebut dapat :nem_bentut
suatu missi diplomatik yang dikepalai oleh seorang charge d affaires ad
interim di dalam setiap Negara di mana kepala missi tidak mempunyai

tempat kedudukan yang tetap.

J. Seorang kepala missi atau setiap ang
dapat bertindak sebagai wakil Negara pen
internasional.

gota staff diplomatik dari missi
girim kepada sesuatu organisasi

Pasalt

dapat mengirim
jika Negara pene

grang yang sama sebagai
DU Rtay fobih Dieparafogh rima tidak berkeberatan.

kepala missi ke Negara lainnya,

aNg sah, keadaan-keadaan “gin=




Pasal7

AN pasal 5, 8, 9 4
My o dan 1]1 Hﬂ. iri
it 3 Eara
- Iiﬂ;:;;ﬂﬂgum staff missi, UntE: nagt:::
L uda._ra: Negara penerima boleh
4 1tu diajukan sebelumnya, untuk

Tunduk pada ketentuan-ketenty
poleh dengan bebas menunjyk
gtase militer, angkatan laut ata
mengharuskan agar nama-n
penyetujuan.

Pasal §
|, Anggota-anggota staff diplomatik dari ricc: -
perkebangsaan Negara pengirim, TR PrOSpnys: lisniatah
2. Anggota-anggota staff diplomatik dari missi tidak
dari orang-orang yang mempunyai kewarganegaraan
kecuali dengan persetujuan Nepgara tersebut
setiap saat.

3. Negara penerima boleh mempertahankan haknya yang sama terhadap

warganegara-warganegara Negara ketiga yang juga bukan warganegara
Negara pengirim missi.

boleh diangkat
Negara penerima,
yang dapat ditarik kembali

Pasal¥

|. Negara penerima boleh setiap saat dan tanpa harus menerangkan ke-
putusannya, memberitahu Negara pengirim bahwa kepala missinya atau
seseorang anggota staff diplomatiknya adalah persona non grata atau bah-
wa anggota lainnya dari staff missi tidak dapat diterima. Dalam hal seperti
ini, Negara pengirim, sesuai dengan mana yang layak, harus ‘m?manggil
orang tersebut atau mengakhiri fungsi-fungsinya_di Eia!am missi. Seseo-
rang dapat dinyatakan non graia atau tidak dapat diterima sebelum sampai

di dalam teritorial Negara penerima. ’
. E p aﬂﬂl di dalm suatu P:nﬂdﬂ waktu

i 8 = ta n
2. Jika Negara pengirim menolak atau g‘uanﬂ:u'ﬂ di bawah ayat 1 pasal ini,

yang pantas untuk melaksanakan kewaji i .
NeEarpa penerima boleh menolak uqtuk mengakul orang tersebut sebagal

anggota missi.

Pasal 10

I. Kementrian Luar Negeri NEE“: P‘:":;ﬂi :“" '
yang disetujui, harus ﬂ“”““*‘“ﬂ"fgg.ii missi, kedatangannya dﬂﬂ??i?
“ ngmgn:n:hﬂﬁ;a;uu  erakhirnys fungsi-fungsi merets
rangkatan
dalam missi;
n te
(b) Kedatangan dan keberangkatd

atau Kementrian lainnya

rakhir ‘dari orang-orang yang



termasuk kel i
yak, ken}ratal;fgb:]‘::: E"‘!‘E ANZRota missi dan, bil
an T » bilam i
anggota keluarga dari Seorang ai;;:;g“d} atau berakhir 5111;:1
Kedatangan d A
fel tera f} s “;‘r::hif:ngtmn terakhir dari pelayan pribadi
e ot B i.!'lg yang disebutk yan pribadi yang
{a) dari ayat ini, dan bi} an di dalam sub-ayat

2 : amana |
lepas dari pekerjaan pada nrang_u::'::'[:r:gz?an bahwa mereka
(d) Penugasan dan pemberhentian atas '

di Negara penerima sebagai anggota Orang-orang yang berdiam

missi g
yang berhak akan hak-hak istimewa dan kzi:;;;:“ iﬂ:ﬂ:]n pribadi
), Bilamana mungkin, pemberitahuan terlebih dulu atas kedata;LEnn atau

ieberangkatan terakhir juga diberikan,

Pasal |1

|. Dalam hal _kﬂﬁﬂd“ﬂ persetujuan khusus mengenai besarnya missi
Negara penerima boleh mengharuskan bahwa besarnya missi harus d"i
dalam suatu batas yang dianggap layak dan wajar, dengan memperhatikan
teadaan-keadaan dan syarat-syarat di dalam Negara penerima serta pada
kebutuhan daripada missi itu.

). Negara penerima boleh secara sama, di dalam batas-batas yang sama
dan atas dasar tidak mendiskriminasikan, menolak untuk menerima pe-
jshat-pejabat dari golongan tertentu.

Pasal 12

Negara pengirim tidak boleh, tanpa pernyataan setuju lebih ‘_-:':ﬂh';"“ fl:ﬁ_
Negara penerima, membuka kantor-kantor yang membentuk “gﬂ“wl;;:
missi di tempat-tempat selain dari tempat yang missi Ity sendl
didirikan.

Pasal I3

: i . lankan fungsinya di dalam
l. Kepala missi dianggap telah m“:"; r':::;impaikﬂﬂ credentials (surat-
Negara penerima baik pada saatia tela mberitahukan kedatangannya
surat kepercayaan) atau ketika ia telah me rcayaannya telah disam-
dan salinan sesuai asliny? dari sumbsq[;;nb:f: penerima, atau Kemen-
ikan kepada Kementrian LUt riflﬁfndcngan praktek yang berlaku g
terian lainnya yang disetujul, jam cara yang seragam:

. epapkan daid : :

N . harus diterap linan sesuai asli-
Iﬂfjam S :ran_g n surat-surat keperﬂ}'ﬂi,:t:;rita tanggal dan saat
n;'a 5:1_3“ W?ﬁ;ﬂiﬁ;’am jitu akan itentuka®
ri sura

. issi 1tU-
kedatangannya dari kepa st



I Pasal 14
. Kepala missi dibagi ke dalam tiga

fg) Duta besar atau nuncip
e us wvan i
dan kepala missi yanp ﬁ“gkafanfyf;ms kepada Kepala Negara,

(b Envoys, ministers dan i '
pala Negara; nternuncious yang dikirimkan kepada Ke-

& Eha.rgﬂ d aﬂ'.airﬁ yang dikirimkan kepada Menteri Luar Negeri
7. Kecuali mengenai preseden dan etiket, tidak. aka i Negen,
antara kepala-kepala missi karena alasan golong s m:ﬂ::a perbedaan di

golongan, yaitu ;

Pasal 15

Golongan di mana kepala missi mereka itu di
tu ditetapk R
di antara Negara-negara. pkan haruslah disetujui

Pasal 16

1. Kepala missi mengambil preseden di dalam golongan mereka masing-
masing menurut urutan tanggal dan saat menjalankan fungsi-fungsinya
sesuai dengan pasal 13.

7. Perubahan di dalam credentials (surat kepercayaan) dari kepala missi
yang tidak mencakup sesuatu perubahan di dalam golongan tidak akan
mempengaruhi presedennya.

3. Pasal ini tidak merugikan terhadap sesuatu praktek yang telah di-
terima oleh Ne gara penerima mengenal preseden dari wakil Tahta Suct.

Pasal I7

staff diplomatik dari missi haruslah diberitahukan

Pre iap anggota : i
seden sefiap angg » Kementerian Lgar Negeri atau kementerian

oleh kepala missi kepad
lainnya yang disetujui.

Pasal 18 |
g di dalam setiap Negara untuk penerimaan kepala

menurut gulungaﬂﬂ}'l-

. Pasall9

Prosedur yang dipegan
missi haruslah seragam

- i<si tidak dapat
X atau | a missi tidak

Jika ala missi | ’ ¢ 4* affaires ad internm ber-
;Ef;::;:::::nf::gﬁiﬁfﬂ maka .smrﬂ;g Ehia:' Nama chargé d’ affaires ad

am il
tindak untuk sementara sebagal keP2® . . tau dalam hal kepala miss

: la miss . ;
interim diberitahukaD: baik “lh’: :&P;:m - Luar Negeri Negara pengi
&1 n ﬂ

tidak dapat melakukan 1l



dm kﬂpada I{e_mente;ﬁan Luar Neper;
jainnya yang disetujui. geti Negara Penerima atau kementerian
1, Dalam_hal_-hal di mana tidak ads : .

ang hadir di Negara penerima, seq An8gota staff diplomatik dari missi
nistratif boleh, dengan persetujuan N
3 Pgngirim untuk htrtanggung jaw
da_ﬂ miﬂﬂh

'Egal'a pﬂneﬁmai 'd..
ab dalam hal hy B Dot Nogee

bungan administrasi

Pasal 20

Missi dan kepalanya mempunyai hak menggunakan bendera dan emblem

Negara pengirim di gedung missi, termasuk ~
| t
missi dan alat-alat transportnya. empat kediaman kepala

Pasal 2]

|. Negara penerima harus baik mempermudah mendapatkan di wilayah-
aya, sesuai dengan hukumnya, gedung yang perlu untuk missi Megara
pengirim atau membantu yang terakhir ini di dalam mendapatkan akomo-
dasi yang dibutuhkan dengan satu dan lain cara. -

). Ia harus juga, jika perlu, membantu missi mendapatkan akomodasi
yang cukup bagi anggota-anggotanya.

Pasaf22  *

|. Gedung missi tidak dapat diganggu gugat ‘tinﬁniahie:‘h ‘chahat-ptjahat
dari Negara penerima tidak boleh memasukinya, kecuali dengan perse-
tujuan kepala missi.

), Negara penerima di bawah
langkah yang perlu untuk melind g I
stau perusakan dan untuk mencegah setiap gang

atau perusakan martabatnya. i parang-barang lainnya di sana

. G missi, perlengkap? .dikan, pengambil
EEHaﬁ:I.:fala:EtEanPSPﬂr missi kebal terhadap mﬁhﬂthﬂ e
alihan, pen glengkapan (attach

kewajiban khusus untuk mengambil semua

ungi gedung missi terhadap penerobosan
guan perdamaian missi

ement) atau eksekusl.

Pasal23

' “cqi da
L. Negara pengirim dan kepala P55 ht:‘:; missis
nasional, daerah atall m“Pri untuk pelayanan
sewa, melainkan pembayar it
tlah diborikan kepada BeGUIE ™5 b ypan i d
1. Pembebasan dari Pﬂm‘-"“!‘” 4 dapat dibayarkah
berlaku untuk iuran dan pajak y2n8

ri semua furan dan pajak
pbaik dimiliki atau di-
tertentu yangs



Megara penerima oleh orang.

Negara pengirim atay dengan IEﬂranlg Yang menuty

epala missj, P Pperjanjian dengan

s s o d i Pasal 24
Arsip-arsip dan dokumen-doky My
(inviolable) kapanpun dan Men missi tidak dapat

. &
di manapun benda-benda ity be il

rada.
Pasal25
Negara penerima harus memberiks
sanaan fungsi-fungsi missi n kemudahan yang penuh untuk pelak-
Pasal 26

Tunduk pada hukum dan peraturan mengenai larangan masuk pada daerah
tertentu atau yang diatur karena alasan-alasan keamanan nasional, Negs-

ra p-e.nerim_a hat_“us menjamin semua anggota missi kebebasan bergerak
dan bepergian di dalam wilayahnya.

" Pasal27

1. Megara penerima harus mengijinkan dan melindungi kemerdekaan
berkomunikasi pada fihak missi untuk tujuan-tujuan resminya. Di dalam
berkomunikasi dengan Pemerintah, missi-missi dan konsulat-konsulat,
dari Negara pengirim, di manapun beradanya, missi boleh menggunakan
semua sarana yang pantas, termasuk kurir diplomatik dan pesan-pesan
dengan sandi atau kode. Namun demikian, missi 'u_nlth me:.lggunakan dan
memasang pemancar radio harfya dengan persetujuan dari Negara pene-
rima.

2 Korespondnsi resmi drpate i 00, TRl B
Korespondensi resmi adalah semua koresp

dengan missi dan fungi-fungsinya.

5 s g atau ditahan.
3. Tas diplomatik tidak boleh dibuka atik harus memperfinatkan tanda

4. Paket yang ada di dalam tas diplom , . £ b
an Il":I }'E;;E at terlihat dari luar yang rqenun}uktan SIT::‘; ga;ang ép’i-
};iﬂiﬁgh];l; % dl:::}kumen dnkumm diplﬂmaﬂl ata'-;- harﬂﬂﬂ
o ; s dord issi.
peruntukkan bagi kegunaan r:smlfs;;;i:';? l;;zgan dokumen resmi yang
. ir di ik, harus diper’chs di dalam tas diploma-
& Rurte Gl umlah paket yang 8C8 & <L L ean fungsi-
menunjukkan statusnya dan] : - di dalam pela

: erima ! ipertang-
; a3 i oleh Negara EIEH n tidak dapat dipe
tik, harus dilindung s nviolabilitas badan da nan.

fungsinya. la mendapat!  atau penahana ‘
El.ma!::ahkaﬂ dalam bentuk P*'-;;m] hg ;Ezgldﬂa“ curir diplomatik ad hac.

. i=gi bol€
6. Negara pcng’irim atau misst



palam hal demikian ini mak, ketentuap
|

al bﬁ‘wa iv;e.k E-b?lan yang disebutkap di}‘; ol ni juga berlaku, kecu-
laku jika kurir ini telah menyerahkan taq d‘?!lm“y% itu akan berakhir ber-
nya kepada penerima barang, . iplomatik yang menjadi beban-
7, Suatu tas diplomatik boleh g

mersial yang I?ijndwalklaﬂ men dae::c;:;:i;l“::fapd;ata;;:en pesawat ko-
sah. Ka‘:ptﬂﬂ ini harus d‘PﬂﬂEﬂEka'pi dengan dokumen [:5 E.II:I. masuk yang
jukkan jumlah paket yang ada di dalam tas itu akan teta;li:lgga?iﬂ:ll:l;

dianggap sebagai kurir diplomatik. Missi da iri

’ K. pat mengirimkan seorang
anggotanya untuk mengambil pemilikan tas tersebut

bebas dari kapten pesawat. ut secara langsung dan

ansm’ 28

Uang bayaran dan biaya-biaya yang dipungut oleh missi di dalam menja-
lankan tugas resminya bebas dari semua iuran dan pajak.

Pasal 29

Orang agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat {(inviolable). la tidak
dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau
penangkapan. Negara penerima harus memperlakukannya dengan hormat
dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap
serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabatnya.

Pasal30

1 Te&upat kediaman pribadi agen diplomatik menikmati inviolabilitas
dan perlin{luhgéﬂ yang sama seperti gedung mllssl e i
2. Kertasnya, korespondensinyd, dﬂ“'kﬁmﬁl;nv:;:ﬁilitas.
pasal 31, barang-barangnya juga menikmatl

Pasal 31 '

. . ourisdiksi kriminil Negara penert-
e el 8 EIIrl:!l.:i.sn administrnﬁf kecuali dalam

dalam ayat 3

|. Seorang agen diplomati¥ &= 0 = .
ma. Dia ju.Elga kebal dar yurisdiks! P t
fiaks yan dengan Pa:ang:;;ﬂﬂmfmﬂi
erkara : 4 penerima, : 3
e ﬁ:::;utgg]etﬁk di dalam wilayah Negar p_ﬁm gntuk tujuan-tujuan
i ntu
gangnya itu u

missi; gan suksesi di mana 6=
]

pungan 9e0E% - . ictrator, ahli waris
kara yang beTRUDIEL o, itor, administralth
{b) Suatu perkara ¥a pagai eksekuto ¢ fihak Negara Pe-
! : uk seDags tidak unfu
diplomatik termas” an

vat d
atau legate sebagal orang P™
ngirim;



(¢) Suatu perkara yang beghyp %
ﬂnﬂl atau dagﬂ_ﬂg Hang dill?:hkmdﬂ]ngm E-Eﬁﬂp kﬂsiltan pmfﬂsi-
Negara penerima dan dj |yg, fungsi :':h agen diplomatik di dalam

7. Seorang agen diplomatik tidak - ;
perikan bukti. betkewajiban menjadi saksi untuk mem-

3. Tiada-tindakan eksekusi boleh diampi
i i terhadep a i i =
cuali di dal:]n:! i':tal-hal yang masuk di dajam suh-a.yit rﬁfﬁﬂﬁfﬂdﬁi
ayat 1 pasal ini, dan dengan syarat bahwa tindakan ity dapat diambil
tanpa melanggar inviolabilitas orangnya atau‘tempat kediamannya
4, Kekebalan agen diplomatik dari l

: yurisdiksi Ne : Aok
membebaskannya dari yurisdiksi Negara pengirim, gara penerima tida

Pasal 32

1. Kekebalan dari yurisdiksi bagi agen-agen diplomatik dan orang-orang
yang menikmati kekebalan di dalem pasal 37 dapat ditanggalkan oleh
Negara pengirim
2. Pelepasan kekebalan haruslah dinyatakan dengan tegas.
3. Pemulaian sidang oleh agen diplomatik atau oleh seseorang yang men-
dapat kekebalan terhadap yurisdiksi menurut pasal 37 akan menghalangi-
nya untuk pengajuan kekebalan terhadap yurisdiksi dalam hal tuntutan
balik yang secara langsung berhubungan dengan gupgatan pﬂkﬂk: N
4, Penanggalan kekebalan dari érjuﬁsdiksi d;tia:l 12::1 ;lﬁsﬂfasg:
ini if tidak dapat dipegang uniu ;
?xgﬁﬂ:mi;:fpgnmggﬂiﬂ ke]f ebalan dalam hal eksekusi keputusan,
yang untuk mana suatu penanggalan terpisah diperiukan.

P.:_:rifﬂf 33

1. Tunduk pada ];gtentu;;n ayat 3 pasal ini, seorang agen diplomatik harus,

Lot uk Negara pengi-
dengan mengingat akan Fﬂa:m::fu:;ngk :;::::nﬂﬂ 3a~.-|i mungkin
rim, bebas dari ketentuan® ct

berlaku di dalam Negara penerims- {1 pasal ini juga berlaku untuk
itentukan dalam aya&t 2 Fo Gl cendiri dari agen
ir'elf:;n “"ﬁ”ﬁﬂﬁfm yang di dalam pemerenEts
o-p<
diplomatik, dengan syarat: egara d
fa) Bahwa mereka itu I:"'ﬂ':-m1 Wﬂnirafl‘ll e : ungkin
etap di Negara penerimé: yeamanan sosial yang ™
netap terkena ketentuan atu Negara ketiga.
(b) Bahwa m;;i Negarapenerima 2™ - ang pembebasan
berlaku di B kerjakan

gmpeELEty ™ tasnya haruslah
3. Seorang agen diP“’”“"ﬁ:ﬁ ': gsal ini tidak berlaku 2

yang disyaratkan di dala™

ari atau tidak berdiam me-



4, Pﬂmhﬂhaﬁan Fn'ng dit
. 2 entukan dj

menghalangi partisipasi ! dalam ayat SR
penerima dengan E;;::i’“:ﬂﬁh di da sis:rem {lti::al pasal ini tidak
5, Ketentuan-ketent Partisipasi demikian ini dijinkan o, sostal Negara
perjanjian bilateral uan pasal ini tidsk aksn mempenoen, ' Negara e
it bel ataupun multilateral men mpengaruhi perjanjian-
I‘urtupvs:: elumnya dan tidak akan mence EhEnm keamanan ::usial yang
mikian ini di masa mendatang. gah penutupan perjanjian de-

Pasal 34

Seorang agen diplomatik bebas dari
- . 5 dari semua iu :
real, nasional, regional (daerah) atau kﬂtnpmj:?:;::lﬁam' personal dan

(a) Pajak-pajak tak langsun
g yanp normalnya termasukk .
harga barang-barang dan pela}ranan.pela;ranan; e

{b) lu_li'a:} :llarr; pajak atas ?armg-hamqg tetap pribadi yang terletak di
wilayah Negara penerima, tanpa dia memegangnya itu untuk fihak
Megara pengirim untuk tujuan-tujuan missi;

-(c) Bea k.eka:,raan. suksesi atau warisan yang dipungut oleh Negara
penerima, dengan tunduk pada ketentuan ayat4 pasal39; :

{d) luran dan pajak atas pendapatan pribadi yang bersumber di dalam
Negara penerima dan pajak modal pada penanaman modal yang
dibuat pada perdagangan yang dilakukan di dalam Negara peneri:
ma;

(e) Biaya-biaya yang dipungut untuk peleyanan-pelayanan fefentd
yang telah diberikan. i

(f) Biaya pendaftaran, biaya pengadilan d
dan bea perangko dan dalam hal baran
tuan pasal 23.

an pencatatan, iuran hipotik
g tetap, tunduk pada keten-

Pasal 35
Negara penerima harus memPCOr tﬁ,:ﬂﬂﬁiﬁ:f:mﬁpﬁi
. = 3 mua e ]rﬂﬂﬂﬂ " .
{ﬂ?}ihlﬂbﬁi’ﬁtgxﬂeirﬁ }’Eng perhubungan dengan pengambilalihan,
sumbangan militer dan penginapal:

Pasal 36 :
: pkum dan peraturanny_ra yang

: : dengan hukt :

. a harus s€sU8! membebaskan dari semua
1. Negara penenima mengijinkan masuk dan B i M0 P
pajak dan bea, dan ong



gan biaya ini untuk penyim
sama dﬂﬂgﬂ-ﬂ ini. atas -

(a) Barang-barang untuk ke
Buna e
(b) Barang-harang ki an resmi missi;
anggota keluarganya ya . ;gl::n diplomatik atau
barang-harang yang dimaksudkan untyk ;:3..1? e ierAal
7. Bagasi pribadi agen diplomatik bebas dari pem njangnya.
sar yang sungguh-sungguh untuk mengan sty fanpa ada.Ox:

barang-barang yang tidak mendapatkan pﬂgap bahwa bagasi itu berisi

: . : embebasan-

nya atau pengeluarannya dilarang oleh hukum atayu dia

. 3 A wasi oleh peraturar
karantina Negara penerima. Pemeriksaan demikian haruslah Eiiakul:al
dengan adanya agen diplomatik yang hadir atau wakilnya yang diwe

nangkan.

Panan,

Pasal 37

1. Anggota-anggota keluarga agen diplomatik yang membentuk rumal
tangganya, jika mereka ini bukan warganegara Negara penerima, menda
pat hak-hak istimewa dan kekebalan hukum yang disebutkan di dalam pa
sal 29 sampai 36.

2. Anggota staff administratif dan teknik daripada missi, bersama-sam.
dengan anggota keluarga mereka yang membentuk rumlah tangga merek:
masing-masing, jika mereka itu bukan warganegara dari atau tidak mene
tap secara permanen di Negara penerima, mendapat hak-hak i?“;‘ﬂ:ﬂ da;
kekebalan hukum yang ditentukan di dala.-l_nhpasa! 29 aanfp?i: ’ “uﬁe
bahwa kekebalan terhadap yurisdiksi administratif dan E'PE Ef.:ﬁ t;:n
perbuatan yang dilakukan di luar PEI’:‘“;‘;’; agﬂ 1. atas barang-baran
mendapat hak-hak istimewa di dalamtpzs gnei;lpitﬂ-ﬂ L ks

yang dimasukkan pada saat Pr2% ahu]::aﬂ warganegara dari atau tida
3. Anggota staff pelayan missi YAnE mendapat kekebalan atas perbuats
berdiam menetap di Negara penerids reka, pembebasan dari juran da
yvang dilakukan di dalam tugas-ite  pekerjaannya itu serta pem
pajak atas pembayaran yans 2133

ey g TP |y g ks wrgees
4. Pelayan pribadi daripada TS0 3~ cenerima, mendapat BSHPC -

atau tidak berdiam MCAS L ppbayaran YE L  hak istimewa ds
an dari iuran dan paj h mendap : o Namun de

: ma.
itu. Di dalam hal lain, “"’reudiakui oleh Negard penent
kekebalan hukum seluas Y38 ;



i p” Mma
itu sedemikian rupa se hary

sanaan fungsi-fyp gsi m

. 5 melﬂkuk
Y283 tidak mene,

B,
, }’Hﬂsn}iksinya atas orang-orang
185i,

Ampuri secary tidak sah pelak-

berkewarganegaraan dar atay b::;ida" PE'“FH'}-pefayan pribadi yang

3 et am menetap di Negara pener
mendapat hak-hak istimews dan kekebalan hukym hanjrga sej:::h E;T;

Ll n demikian Negarg rima h
melakukan yurisdiksi atas orang-orang tersebyt sedeﬁiikianper':i:a.r::hilf;;:

tidak akan mencampuri secara tidak sah pelaksanaan fungsi-fungsi missi,

Pasal 39

1. Setiap orang yang berhak akan kekebalan hukum dan hak-hak isti-
mewa akan mendapatnya sejak saat ia memasuki wilayah Negara penerima
dalam proses menempati posnya, atau jika ia sudah di dalam wilayahnya,
sejak saat pengangkatannya itu diberitahukan kepada Kementerian Luar
Negeri atau kementerian lainnya yang disetujui.
2. Kalau fungsi-fungsi dari orang yang mendapat hak-hak istimewa dan
kekebalan hukum itu berakhir, hak-hak Edmmta dan kekebalan hElkEm itu
akan berakhir secara normal pada saat ia mtnmggalﬁndﬂegi:fg itu, atau

ada saat berakhirnya suatu periode yang layak untuk demikian, namun
E]:'an tatun el .r.ampj:: saat tersebut, bahkan di dalam keadaan terjadinya
konflik bersenjata. Meskipun begitu, terhadap P"?rh“taf“'wr."“;t“, yang
dilakukan orang ini di dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya sebagai seo-
rang anggota missi, kekebalan akan terus af:‘:a-_ ota-anggota keluarga-
3. Dalam hal ian seorang anggota missl, angg

. Jaam hal kematian SE0C 5  istimewa dan kekebalan hukum yang
Dya akan terus menihnatf i rakhirnya suatu periode untuk mening- _
merupakan hak mereka hingga be

galkan Negara tersebut. ssi yang bukan warganegara

ta mi
4, matian seorang angeo erima, atau seorang ang-
dar? o !m]::erdiam menetap di Negara Pingsanra. Negara penerima
atau tida mbentuk rumah ta .barang bergerak si
Bota keluarganya yang me narikan kembali barang diperoleh di dalam
:Eushmeﬁrf]m;:gﬁeﬁmﬂm bagi barang YE08
arhum (ah),



i Pasal 40
1. Jika seorang agen diplomatik m '
. elewati at : n "l
suatu Negara Keiga, yang tlh memberinys vy puger i vie o
L ph |-I uniuk menuju ke posnya atau kembali kePD sjn aa“:E ot
saat kembali ke negaranya, Negara Yetlga harus m posnya, atau pada

3 : emberinya invi i
tas dan kekebalan lainnya yang diperlukan untuk menj:arrﬂ?i T:::i?th:::fla

atau perjalanan pulangnya. Hal yang sama berlaku pula dalam hal secran
anggota k:luarga.n_!,ra yang mendapat hak-hak istimewa dan kn:kebalaﬁ
hukum menyertal agen diplomatik tersebut, atau bepergian secara terpi-
sah untuk mengikutinya atau untuk kembali ke Negara mereka. ?

2 Dalam hal- hﬁli yang sama dengan yang disebutkan di dalam ayat 1 pasal
ini, Negara ketiga tidak boleh mengganggu lewatnya staff administratif
dan teknik atau staff pelayan daripada missi, dan anggota-anggota keluar-
ganya, melalui wilayahnya.

3, Terhadap korespondensi resmi dan komunikasi resmi lainnya di dalam
transit, termasuk pula pesan-pesan dengan kode atau sandi, Negara ke-

tiga harus memberikan kemerdekaan dan perlindungan yang sama seperti

yang diberikan oleh Negara penerima. Kepada kurir diplomatik yang telah
diberikan visa paspor jika visa demikian diperlukan, dan tas-ias diplnmaj::k
di dalam transit itu, Negara ketiga memberikan invlfnlabthtas dan perlin-
dungan EE"FI'I;':.rti. yang Negara penerima missi itu terikat untuk memberi-
kannya.

¢. Kewajiban Negara ketiga di bawah a5t 1 & %57 g e e
- ; kan masing-masi )
laku untuk orang-orang yang dfﬂi::it certa tas-tas diplomatik yang kebe-

ayat itu, dan untuk komunikasi ta tas-tes b
r:daa:?nya ;lli dalam wilayah Negara kellgd ity disebabkan karena force
majeure.

Pasald! |
dan kekebalan huokum mereka itu,

-hak istimewsd 3 : hak-hak istimewa
|. Tanpa merugikan hak hak 15 apg menikmati hak-ha
T ‘han semud orang ¥ : dan peraturan Ne-
adalah menjadi kewajib8 S0y pghormatl MAEST L o npurt masalah
dan kekebalan hukum itu u hap tidak mencamp

gara penerima. Mereka ]:Ei-‘_ ber
dalam negeri Negaréa terse



de : ' 5 :
"8an Negara penerima yang dibebankan

kepada missi oleh Negara .

. Pengitim haruslah d; 2

lui Kementerian Luar Neger; e dilakukan dengan atau mela--
yang disetujui. geri Negara penerima atay kementerian lainnya

3. Gedung missi tidak boleh di —

1ss1 tid 1 dipergunakan dalam cara i
d;ig:?uf-l;f:: missi sebagai Yang dituangkan di dalam}iiagﬁ:;::ri;?:’:::
o uran umum hukum internasional atau oleh perjanjian khu-

sus yang berlaku di antara Negara pengirim dan Megara penerima

Pagal42 P

Seorang agen diplomatik tidak boleh di da!ani Negara penerima itu mela-

kukan praktek untuk keuntungan pribadinya sesuatu kegiatan profesional
atau perdagangan.

Pasal 43

Fungsi-fungsi seorang agen diplomatik berakhir antara lain :

fa) atas pemberitahuan oleh Negara pengirim kepada Negara penerima
bahwa fungsi agen diplomatik tersebut berakhir;

(b) atas pemberitahuan oleh Negara penerima kepada Negara pengirim
bahwa, sesuai dengan ayat 2 pasal 9, Negara penerima menolak
mengakui agen diplomatik itu sebagai seorang anggota missi.

Pasal 44

i i flik bersenjata,
Negara penerima harus, bahkan di dalam keadaan kon

me%nhenﬁ:an kemudahan untuk memudahkan orang-orang yang mendapat
hak-hak istimewa dan kekebalan hukum, selain warganegara Negara pene-
rima itu, dan anggota-anggota keluarga orang-orang tersebut dengan ti-

dak memandang kebangsaannya, untuk meninggalkan Negara penerima

Ne-
1 _ Khususnya, dalam hal kebutuhan,
B SRy ieapua:;{zk mereka itu sarana-sarana transpor yang

gara penerima menyediaka ; '
perlu untuk mereka sendiri dan barang-barangnya
Pasal 45

. . atau jika suatu
; - tus di antara dua Negara, 3
Jika hubungan diplomatik terpu usnya:
1.ka,. I.1. ung . kem‘baﬂ “ntl.l.k Eﬂmﬂnma atau seter ,jrd. kﬂﬂﬂik ber-
missi dipanggil L arus, bahkan pada saat terjadinya -
. Hcgi.:'a Fﬂﬂ:rmaﬁ dan melindungi missh bersama-sama
senjata, m
ngan parang-barangmy?

dan arsip-arsipnya; _
irim boleh mempercayakan pemeliharaan gedung
; ara pengirim
& :‘l?ii. bersama-sama dengan

barang-barang dan arsip-arsipnya,



fc"l P’?EEE‘[’E pﬂngmm hﬂlﬂh mem
tingan-kepentingannya dan
ra-warganegaranya kepad :
mwclal Negira penerii:na_a suatu Negara ketiga yang dapat diteri-

Pasal 46

Suatu Negara pengirim bol i i

el da:l: ntgas permzt;u ::::;Ea:apf:rsctu;uw sebelumnya dari Negara
2 s a1 ; r suatu Negara ketiga yang tidak

diwakili di dalam Negara penerima, melakukan perlindungan sementara

atas kepentingan-kepentingan Negara ketiga dan warganegara-wargane-
garanya.

Pasal 47

1. Di dalam penerapan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, Negara pene-
rima tidak boleh mendiskriminasikan antara Negara-negara.

7. Namun demikian, diskriminasi tidak akan dianggap terjadi:

fa) Di mana Negara penerima menerapkan sesuatu ketentuan Konvensi
ini secara terbatas disebabkan oleh penerapan yang terbatas keten-
tuan-ketentuan tersebut terhadap missinya di dalam Negara pengi-
rim; ol R

(b) Di mana karena kebiasaan atau karena perjanjian Negara-negara
memperluas kepada me reka satu sama lainnya suatu perlakuan
yang lebih m:ngutamaka'n (me ngunturllg.ki!.n] daripada yang disarat-
kan oleh ketentuan-ketentuan Konvensi ini.

Pasal 48

Konvensi ini terbuka untuk penandatanganan oleh semua Negara Anggota

Perserikatan Bangsa-Bangsa atal Negara Anfng:tuta ﬂﬁﬂﬁiﬂ?ﬁﬂ
khusus atau Fihak pada Statut2 Mahkamah Intern

: i ara lainnya yang diundang oleh
Court of Justice), dan oleh setiap NEE untuk menjadi fihak pada

Majelis Umum Perserikatan Efang:- ia.fillgsl;ktﬂhc:r 1961 di Kementerian
Konvensi ini, sebagai perikut : SaMP tria dan sesudah itu, sampai

i Aus
Federal untuk Hubungan Luar Neger

i if k,
1 ret 1962, di Markas besart Perserikatan Bangsa-Bangsa di New Yor
31 Ma .

Pasal 49

ratifikas
Konvensi ini harus diratifikasi. én;t;ﬂl;n i
Sekretaris Jendral Perserikatan

{ harus disimpan pada



Pasal 50

di dalam pasal 48. Instrumen aksesi harys dpisirﬁu AR GRS,
dral Perserikatan Bangsa-Bangsa, pan pada Sekretaris Jen-

Pasal 51
1. Konvensi ini mulai berlaku pada hari ke

pgn:,rimp:al:lan instrumen ratifikasi atau akse
Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-

tigapuluh sesudah tanggal

si yang keduapuluh dua pada
Bangsa.

2. UI.]tu.’l.'. setiﬂ_p Negara yang meratifikasi atau ikut serta (aksesi) sesudah
penyimpanan instrumen ratifikasi atau ikut serta yang keduapuluh dua,

Konvensi ber}aku mulai pada hari ke tigapuluh sesudah penyimpanan
instrumen ratifikasi atau keikutsertaan itu oleh Negara tersebut.

Pasal 52

Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberitahu semua
Negara yang termasuk ke dalam salah satu dari empat golongan yang dise-
butkan di dalam pasal 48 : _
(a) Mengenai penandatanganan atas Konvensi ini dan penyimpanan
instrumen ratifikasi atau keikutsertaan, sesuai dengan pasal-pasal
48, 49 dan 50; , - ,
{b) Mengenai tanggal saat mana Konvensi ini akan mulai berlaku,
sesuai dengan pasal 51.

Pasal 53

Aslinya dari Konvensi ini, yaitu dalam teksh-at;!-:s hag!tasa E;Ha;::ltﬁﬂ:a':ﬁ'
. Rusia dan asa Perancis, 3 g
gris, bahasa Spanyol, b*h“,a' ie Jendral Perserikatan

i an pada Sekretaris Jendard :
SBalT.lﬂ. utgntﬂm}raf ;::gm:;'ﬁa'ﬁsll;zﬂgirifnkan calinan sesuai aslinya dari t;k;;
ket n?:sgi:agl-:‘miiﬂﬁ kepada semua Hq@*?ﬁgﬂii?zg =
dalam salah satu golongan yans disebutkan di dalam p '

i bawah ini,
SEEﬁf !:: ?UKE;:E;ET:E:;umik itu oleh .masing-masmg Fepaechs:
yang diber1 wew 1pani Konvensi ini. _ :
tah mer:;ka.ltﬂulrﬂfﬁiﬂn::;:t :angggal delapan belas April seribusembilan-
DIBUAT D ' g

ratus enampuluh satu-



2.
e ESII:IDHAL PROTOCOL MENGENAI
= tEHA. N KEWARGANEGARAAN
at di Wina, pada 18 April 1961%)

Negara-negara Fihak pada Protokol ini

Hubungan Diplomatik, di sini szlzij::llj::ﬂr:}i::;":em; Vi S momgn
ebu " i

yang disetujui oleh Konperensi Perserikatan Bﬂngﬁ:-:B:EaLa h::w.rt:;ﬁ

lenggarakan di Wina dari tanggal 2 Maret sampai 14 April lgﬁl e

Menyatakan kemrginan mereka untuk membentuk aturan-aturan di antar

m:e;reka mengenal perolehan kewarganegaraan oleh anggota-anggota mis:

diplomatik mereka dan keluarga-keluarga yang membentuk bagian da

rumah tangga anggota-anggota itu,

Telah menyetujui sebagai berikut ;

Pasal I

Untuk tujuan Protokol ini, penyebutan "anggota-anggota missi® memp:
nyai arti yang diberikan untuk itu sebagaimana menurut pasal 1, sub-ay
(b), dari konvensi - yaitu “kepala missi dan anggota-anggota staff daripac
missi”. :

Pasalll

Anggota-anggota missi yang bukan warganegara Negara penerima, di
anggota-anggota keluarga mereka yang membe_ntuk bagian rumah tang
mereka, tidak akan, semata-mafa karena bekerjanya hukum Megara pen

rima, mendapatkan kewarganegaraan Negara itu.

1 l Pasal Il
v nan oleh semua Negara ya:

Protokol ini terbuka untuk i:enmdﬂt@ﬁﬁ_kut eh o1 Oktober 19
r Negeri Austria dan sesud
t 1962, di Markasbesar Perserikatan Bangsa-Bang
e '
di New York. .

pasal IV

: —
. etaci Instrumen ratifikast
Protokol ini harus dlrahﬁkﬂﬁ;n e sa-Bangss:

Sekretatis Jendral Perserikat

arus disimpan pa




Prutulcn} ini tetap terbuka untuk ke;
menjadi fihak pada konvensi, Ing
pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pasal VI

1. Protokol ini mulai berlaku pada hari
R yang sama de i

pada hari ke tigapuluh sesudah tanggal-penyimpanan Iﬁiiﬁrﬁiiﬂ’]; f:?
n fﬂ.t]ﬁkasi atﬂ“ kﬂlkutﬁ'ﬂl’tlﬂj’l {ﬂksﬂsi} P'H'dﬂ' Prﬂtﬁkﬂl ini 'P-ﬂ-'d.ﬂ- SEkatﬂﬁE
,.Ie_ndral Perserikatan Bangsa-Bangsa, tanggal berapapun yang belakangan
ini.

i 1 Untuk. n:tasingmasing MNegara yang meratifikasi atau ikut serta pada
Protokol ini sesudah berlakunya sesuai dengan ayat | pasal ini, Protokol-

nya mulai berlaku pada hari ke tigapuluh sesudah penyimpanan instrumen
ratifikasi atau keikutsertaan oleh Negara tersebut.

Pasal VIl

Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa harus me mberitahu semua
Negara yang menjadi fihak pada konvensi:
{a) Mengenai penandatanganan Protokol ini dan penyimpanannya dari
ratifikasi atau keikutsertaan, sesuai dengan pasal-pasal III, IV
dan V;
(b) Mengenai tanggal saat Protokol ini herlaku, sesuai dengan pasal Y1

Pasal VIII

A - ; i i bahasa Cina, Inggris,
Aslinva dari Protokol ini, masing-masing di dalam s
Fera:i::is. Rusia dan Spanyol adalah sama otentiknya, harus disimpan pada

Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang ika::l me;;ﬂr;:\;a;
salinan-salinan sesuai dengan asliny:{ian teks-teks itu kepada

ara yang disebutkan di dalam pasal - o ;
%EH{}",;A& ESERSAI{SIAH INI Plenipotentiaries, yang dtbc; u;:;:in:::g.
secara sah untuk itu oleh masing-masing Pemerintah mereid.
nandatangani protokol ini.

DIBUAT DI WINA, pada tanggal 18 April 1961.



ATAS PERSELisiigay -0 AN MEMAKSA

_ TA! IHAN
Dibuat di Wina, Pada 1B April 1961 %

Negara-negara Fihak pada Protokol ini

) : it dan pada Konvensi W; '
Hf:b_ﬂﬂ]E:ﬂKﬂ'Pmm““F- di sini selanjutnya disehut'l{u:f.r;n;i!:d ::"Ediﬂm
tlfl'-" ole onperensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disel A Qisakar
di Wina dari 2 Maret sampai 14 April 1961, RNl

Menyatakan i‘eingiunn mereka untuk mengambil jalan di dalam sem
musakeh enponal ik tiap perselisihan mereka yang timbul dari Pﬂnafsir:;
atau penerapan daripada Konvensi kepada yurisdiksi yang memaksa daci
Mahkamah Internasional, tanpa bentuk-bentuk penyelesaian ada disetujui
oleh fihak-fihak di dalam suatu periode yang pantas,

Telah menyetujui sebagai berikut ;

Pasal [

Perselisihan yang timbul dari penafsiran atau penerapan Konvensi akar
diletakkan di dalam yurisdiksi memaksa dari Mahkamah Internasional
(International Court of Justice) dan sesuai dengan ini dapat dibawa ke
depan Mahkamah dengan suatu permohonan yang dibuat oleh setiap fihak
pada perselisihan itu yang merupakan fihak pada Protokol ini.

Pasal Il

Fihak-fihak boleh setuju, di dalam suatu periode dua bulan sesudah sat
fihak sudah memberitahukan pandangannya kepada yang lain bahwa su th
perselisihan timbul, mengambil jalan tidak k“F“d“,M“hkam_ah mmm; m,:
nal tetapi kepada suatu arbitrase. Sesuda_h berakhirnya P'Ez:d*'-' ;“;5'; :u.
fihak-fihak dapat membawa perselisihan itu ke depan Mahkamah deng

mengajukan permohonan.

Pasal Il |
1. Di dal riode yang sama a bulan, f!hak-ﬁhaki l:mcﬂf:rl;:1 ﬁui:
u;ttu:; ;::;-f:;kat prosedur konsiliasi (perdamaian) sebelum maj
Mahkamah Internasional. e
2. Komisi konsiliasi harus membn{at r::;ﬂrl:;l ;ﬂsinﬂ e
lan sesudah p-nngangtatanmra. Jika

dalam waktu lima bu
ak diterima olel

*). Mulai berlaku pada 24 April 1964. 5



fihak-fihak di dalam perselisihan i
sea g s an iu di daj
ka dikirim » am wakt
n?,:ﬂ; itu bﬂ]ﬂhl rekomendasi itu, salah satu fihag r:ai:a bu;a“‘sﬁsudap
sifla membawg perselisihan fersebit 1 pun dan perseli-
~ pgan suatu permohonan, € muka Mahkamah de-

Pasallv .

Negara-negara Fihak pada Konvensi '

Perolehan Kewarganegaraan, d iy Dpt‘lﬂ?ah me'm i
» dan pada Protokol ini pada setiap saat boleh

mmguml.m.ﬂmn bahwa mereka akan memperluas ketentuan-ketentuan

Protokol ini kepada perselisihan-perselisihan yang timbul dari penafsiran

atau penerapan Optional Protokol mengenai Perolehan Kewarganegaraan.

Pengumuman demikian ini harus diberitahukan kepada Sekretaris Jendral
Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal V

Protokol ini terbuka untuk penandatanganan oleh semua Negara yang bo-
leh menjadi fihak pada konvensi, sebagai berikut : sampai 31 Oktober 196!
di Kementerian Federal untuk Hubungan Luar Negeri Austria dan sesudah
itu, sampai 31 Maret 1962, di Markasbesar Perserikatan Bangsa-Bangsa
di New York.

Pasal VI
Protokol ini harus diratifikasi. Instrumen ratifikasi harus disimpan pada

Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal VI
tuk keikutsertaan {aksesi) oleh semua Negara
da Konvensi. Instrumen keikutsertaan harus
erserikatan Ban gsa-Bangsa.

Protokel ini tetap terbuka un
yang boleh menjadi fihak pa
disimpan pada Sekretaris Jendral P

Pasal VIlI
: Konvensi atau
. Protokol ini mulai berlaku pada hari yang s;r:;dnﬁl;ﬁ:::lm::?m“ da-
pada hari ke tigapuluh sesudah ta:fag afl’r];tc;s;lnini pada Sekretaris Jendral
ri ratifikasi atau keikutsertaan P hari untuk yang belakangan ini.
- n u'“ an u . m
Perserikatan Bangsa-Bangsd kapanp ikut serta pada Protokol ini

: y i atau iy
2. Untuk setiap Negara 15*3:‘5 :;::jlita:g:ﬂ ayat | pasal ini, Protokol imi
: ini u i instrumen
sﬂsu:.lah Protokol m;-.::irki igapuluh sest dah penyimpanannya instr
mulai berlaku pada 1 Negara tersebut-

ratifikasi atau keikutsertaan 0



Pasal [X

sekretaris Jendral Perserikatan Bap

[ . ‘B

Negara yang menjadi fihak pada KDE:“S;PEH harus memberitahu semua
fa) Mengenai penandatangan Protokgl ;ni

ratifikasi atau keikutsertaan dan penyimpanan instrumen

sesuai dengan pasal V, VI dan VIIL;

(b} Mengenai pengumuman :
kol ini: yang dibuat menurut pasal IV dari Proto-

(c) Mengenai tanggal pada saat m i ,
suai dengan pasal VIIL ana Protokol ini mulai berlaku, se-

Pasal X

Aslinya dari Protokol ini yaitu teks-teks dalam bahasa Cina, Inggris, Pe-
rancis, Rusia dan Spanyol adalah sama otentiknya, disimpan pada Sekre-
taris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan mengirimkan sa-
linan sesuai aslinya dari teks-teks tersebut kepada semua Megara yang
disebutkan menurut pasal V.

DENGAN PERSAKSIAN INI Plenipotentiaries yang bertanda tangan di
bawah ini yang diberi wewenang secara sah untuk itu oleh Pemerintah
mereka masing-masing, telah menandatangani Protokol ini.

DIBUAT DI WINA, pada tanggal 18 April tahun seribu sembilan ratus
enampuluh satu.

—_—{
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